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ABSTRAK 
MUHAMMAD ANTA YASIN (B111 09 162), dengan judul skripsi 
“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak  Studi 
Kasus Putusan No. 36/Pid.B/2013/PN.LBT” di bawah bimbingan 
Syamsuddin Muchtar sebagai Pembimbing I dan Hijrah Adhyanti 
sebagai Pembimbing II 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana 
materil terhadap pelaku tindak pidana pemerkosaan terhadap anak dalam 
Putusan No. 36/Pid.B/2013/PN.LBT dan untuk mengetahui pertimbangan 
hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 
pemerkosaan terhadap anak dalam Putusan No. 36/Pid.B/2013/PN.LBT 
 Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Limboto, dengan 
menggunakan teknik pengumpulan data berupa penelitian pustaka 
dengan mengumpulkan dan menginventarisasi putusan pengadilan,buku 
dan literatur yang berhubungan dengan penelitian ini. 
 Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : Penerapan hukum pidana 
materiil dalam putusan No. 36/Pid.B/2013/PN.LBT telah sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku, yakni telah memenuhi syarat pemidanaan 
olehnya itu dijatuhkan hukuman berupa  penjara selama 5 (lima) tahun 
dan denda sebesar Rp. 60.000.000,-(enam puluh juta rupiah) dan 
pembayaran biaya perkara sebesarRp.1500.-(seribu lima ratus) . 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
 Anak adalah permata, generasi penerus, aset bangsa dan calon 
pemimpin bangsa. Ia mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam 
bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan 
harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. 
Oleh karena kondisinya secara jasmani dan psikologis belum matang, 
anak perlu mendapatkan perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan 
berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohani.  Memelihara 
kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orangtua, yang tidak 
boleh diabaikan. 
 Anak harus dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya supaya 
anak tersebut dapat tumbuh dan berkembang menjadi manusia yang 
terdidik dan bermoral baik buat keluarga dan bangsa. Terlebih pada 
hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai  macam 
tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam  
bearbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh 
orang lain  dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya. 
 Kondisi yang paling memungkinkan guna pencapaian hasil yang 
optimal atas cita-cita tersebut adalah terciptanya kondisi sosial yang 
kondusif, dan merupakan tanggung jawab negara dalam menciptakan 
kondisi yang semacam itu. Didalam Pasal 1 ayat (2)Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.dijelaskan 
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“Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungai anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, 
berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan 
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi”.  
 Di tengah arus globalisasi yang terus melaju, dengan masuknya 
berbagai informasi seperti internet yang bebas dan tanpa batasan norma-
norma kesopanan dan gaya hidup dari luar negeri yang sebagian besar 
diterima dalam kehidupan masyarakat tanpa memperhatikan kecocokan 
dan manfaatnya bagi kehidupan sosial masyarat, dapat menjadi pemicu 
pelanggaran norma-norma kesopanan dan budaya serta kearifan lokal di 
masyarakat saat ini.Akibat hal-hal diatas, anak sebagai individu yang 
butuh bimbingan dan perlindungan yang tepat terutama dari orang tuanya 
agar mendapatkan pendidikan yang baik dan terhindar dari segala bentuk 
kekerasan yang dapat menghambat perkembangannya baik secara 
mental maupun fisik justru menjadi sasaran kekerasan dan pelecehan 
seksual. Bahkan dewasa ini terjadi, kekerasan dan eksploitasi seksual 
terhadap anak malah semakin banyak ditemukan di masyarakat. Dalam 
masyarakat kita saat ini, bahkan terlihat seperti biasa saja anak yang 
berpacaran melakukan hubungan layaknya suami istri, padahal hal 
tersebut belum waktunya meskipun dengan alasan suka sama suka 
antara laki-laki dan perempuan. 
 Dapat dilihat angka kasus kekerasan terhadap anak terus 
meningkat setiap tahunnya. Berdasarkan data yang dipantau Pusat Data 
dan Informasi Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sejak 
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Januari hingga Juni 2013, tercatat 1.032 kasus kekerasan yang menimpa 
anak. Dari jumlah tersebut, sebanyak 535 kasus atau sekira 52 persen 
merupakan kasus kekerasan seksual.  http://komnaspa.wordpress.com/) 
Kekerasan seksual terhadap anak kerap terjadi akibat adanya nafsu 
seksual yang tak terkendali yang dilampiaskan meninggalkan dampak 
bagi si anak.Salah satu contohnya dimana sepasang manusia yang 
berpacaran pasangan prianya sudah memasuki usia dewasa dan 
pasangan wanitanya masih remaja atau beranjak dewasa, untuk 
melampiaskan nafsu sesksual sang pria maka dia memberi rayuan, janji-
janji bahkan pemaksaan dalam bentuk kekerasan fisik atau ancaman 
kepada pasangannya agar dapat memenuhi hasrat seksualnya, meskipun 
itu diluar norma-norma agama bahkan melanggar hukum karena 
melakukan hubungan seksual terhadap seseorang yang dianggap belum 
dewasa.   
Salah satu kasus Pemerkosaan terhadap anakterjadi di Provinsi 
Gorontalo tepatnya di kecamatan Limboto Kabupaten Gorontalo, yaitu 
seorang pria yang berpacaran dengan anak (16 tahun), dan 
memperkosanya secara berulang kali serta membawa lari si anak 
perempuan tersebut,kasus ini telah diadili dan diputus oleh Pengadilan 
Negeri Limboto dengan Nomor Putusan: 36/Pid.B/ 2013/ PN. LBT. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, 
penulis tertarik mengkaji putusan tersebut dengan rumusan masalah 
sebagai berikut: 
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1. Apakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
terhadap tindak pidana pemerkosaan  anak dalam perkara pidana 
Nomor. 36/Pid.B/ 2013/ PN. LBT sudah sesuai dengan Undang-
undang Nomor  23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ? 
2. Bagaimanakah penerapan sanksi pidana pelaku tindak 
pemerkosaan terhadap anak perkara pidana Nomor. 36/Pid.B/ 
2013/ PN. LBT ? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian ini adalah : 
1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan anak dalam perkara 
pidana Nomor. 36/Pid.B/ 2013/ PN. LBT. 
2. Untuk mengetahui penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak 
pidana pemerkosaan anak perkara pidana Nomor. 36/Pid.B/ 2013/ 
PN. LBT. 
 
D. Kegunaan Penelitian 
Hasil penelitian dan pembahasan ini memiliki kegunaan teoritis dan 
praktis sebagai berikut: 
1. Kegunaan teoritis, dapat dijadikan sebagai salah satu referensi bagi 
mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dalam 
kasus yang sama di bidang hukum pidana. 
2. Kegunaan praktis, dapat menjadi salah satu sumber informasi bagi 
masyarakat dalam memahami kasus tindak pidana  yang dilakukan 
oleh orang dewasa dan korbannya  adalah anak. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
 
A. Tindak Pidana 
1. Pengertian Tindak Pidana 
Tindak pidana dapat dikatakan berupa istilah resmi  dalam 
perundang-undangan negara kita. Dalam hampir seluruh perundang-
undangan Indonesia menggunakan istilah tindak pidana untuk 
merumuskan suatu tindakan yang dapat diancam dengan suatu pidana 
tertentu (Adami Chazawi ,2002: 67). 
Berikut merupakan pendapat para ahli hukum mengenai pengertian 
tindak pidana, antara lain : 
1) Vos (Martiman P, 1996: 16) merumuskan bahwa suatu 
strafbaar feit itu adalah kelakuan manusia yang diancam pidana 
oleh peraturan perundang-undangan  
 
2) Karni (Martiman P 1996: 16)  memberi pendapat bahwa delik 
itu mengandung perbuatan yang mengandung perlawanan hak 
yang dilakukan dengan salah dosa oleh seorang yang 
sempurna akal budinya dan kepada siapa perbuatan patut 
dipertanggung jawabkan.  
 
3) Simons (Rusli Effendy, 1986: 127), dalam bukunya Leerboek 
v/h N ederlands Strafrecht  mengemukakan bahwa 
strafbaarfeit adalah suatu tindakan melawan hukum yang 
dengan sengaja telah dilakukan oleh seorang yang dapat 
dipertanggung jawabkan atas tindakannya, yang dinyatakan 
sebagai dapat dihukum. 
 
4) P.A.F Lamintang (1997: 181) menyatakan bahwa 
“pembentuk undang-undang kita telah menggunakan istilah 
strafbaar feit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai 
tindak pidana di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. 
Perkataan feit itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti 
sebagian dari kenyataan, sedangkan starfbaar berarti dapat 
dihukum, hingga secara harfiah perkataan strafbaar feit dapat 
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diterjemahkan sebagai sebagian dari suatu kenyataan yang 
dapat dihukum yang sudah barang tentu tidak tepat karena kita 
ketahui bahwa yang dapat dihukum adalah manusia sebagai 
pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan, maupun tindakan”. 
 
5) Moeljatno (P.A.F Lamintang 1997: 72) berpendapatperbuatan 
pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan 
hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa 
pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. 
 
6) Sudarto (1990: 38) mengemukakan perbedaan tentang istilah 
perbuatan jahat sebagai berikut: 
a. Perbuatan jahat sebagai gejala masyarakat dipandang 
secara concreet sebagaimana terwujud dalam masyarakat 
(social Verschijnsel, Erecheinung, fenomena), ialah 
perbuatan manusia yang memperkosa atau menyalahi 
norma-norma dasar dari masyarakat dalam konkreto. Ini 
adalah pengertian ”perbuatan jahat” dalam arti kriminologis. 
b. Perbuatan jahat dalam arti hukum pidana (strafrechtelijk 
misdaadsbegrip), ialah sebagaimana terwujud in abstracto 
dalam peraturan-peraturan pidana. Untukselanjutnya dalam 
pelajaran hukum pidana ini yang akandibicarakan adalah 
perbuatan jahat dalam arti yang keduatersebut.Perbuatan 
yang dapat dipidana itu masih dapat dibagimenjadi: 
(1) Perbuatan yang dilarang oleh undang-undang; 
(2) Orang yang melanggar larangan itu. Dari berbagai 
pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwasanya 
tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilakukan 
oleh seseorang yang dapat bertanggung jawab atas 
tindakannya tersebut.Dimana tindakan yang 
dilakukannya tersebut adalah tindakan yang melawan 
atau melanggar ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. Sehingga tindakan tersebut dapat diancam 
dengan suatu pidana yang bermaksud memberi efek 
jera, baik bagi individu yang melakukannya maupun bagi 
orang lain yang mengetahuinya. 
 
2. Unsur-unsur Tindak Pidana  
Menurut Simons (Rusli Effendy, 1986: 129), unsur-unsur 
strafbaarfeit adalah: 
1) Perbuatan manusia (positif atau negatif; berbuat atau tidak 
berbuat atau   membiarkan 
2) Diancam dengan pidana (stratbaar gestcld); 
3) Melawan hukum (onrechmatig); 
7 
4) Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand); 
5) Oleh orang yang mampu bertanggung jawab 
(toerekeningsvatbaar  persoon). 
 
Simons (Rusli Effendy, 1986: 129), menyebut adanya unsur 
objektif dan unsur subjektif dari strafbaarfeit. 
1) Unsur objektif antara lain: 
a) Perbuatan orang; 
b) Akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; 
c) Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu 
seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat “di muka umum”. 
2) Unsur subjektifnya adalah:  
a) Orang yang mampu bertanggung jawab; 
b) Adanya kesalahan (dolus atau culpa). 
Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.Kesalahan ini 
dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan 
keadaan-keadaan mana perbuatan itu dilakukan. 
 
Menurut Sudarto (1990: 44), unsur tindak pidana yang dapat 
disebut sebagai syarat pemidanaan antara lain: 
1) Perbuatannya, syarat: 
a) Memenuhi rumusan undang-undang; 
b) Bersifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar). 
2) Orangnya (kesalahannya), syarat: 
a) Mampu bertanggung jawab; 
b) Dolus atau culpa (tidak ada alasan pemaaf). 
 
Menurut P.A.F Lamintang (1997: 23), 
“tindak pidana dapat kita bedakan ke dua kategori unsur yang 
berbeda, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Penjabaran dari 
kedua unsur tersebut adalah sebagai berikut: 
3) Unsur Objektif, Yaitu unsur yang ada hubungannya dengan 
keadaan yang terjadi, dalam keadaan dimana tindakan si pelaku 
itu harus dilakukan. Unsur objektif terdiri dari: 
a) Melanggar hukum (wedenrechtelijkheid); 
b) Kualitas dari si pelaku, misalnya “keadaan sebagai pegawai 
negeri” di dalam kejahatan jabatan menurut Pasal 415 
KUHP atau “keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari 
suatu perseroan terbatas” di dalam kejahatan menurut Pasal 
398 KUHP. Kausalitas, yaitu hubungan antara sesuatu 
tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan 
sebagai akibat. 
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4) Unsur Subjektif Yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku 
atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke 
dalamnya yaitu segala sesuatu yang ada dalam diri dan 
pikirannya. Unsur ini terdiri dari: 
a) Kesengajaan (dolus) atau ketidak sengajaan (culpa); 
b) Maksud atau voornemenpada suatu percobaan seperti yang 
dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP;  
c) Macam-macam maksud atau oogmerkseperti yang terdapat 
dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, 
pemalsuan dan lain sebagainya;  
d) Perasaan takut atauvress; 
e) Merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad. 
  
3. Jenis-jenis Tindak Pidana 
Tindak pidana terdiri dari berbagi jenis yang antara yang satu 
dengan yang lainnya mempunyai perbedaan tertentu. Dalam bukunya 
Pelajaran Hukum Pidana bagian I, Adami Chazawi (2002:56)  
membedakan tindak pidana menjadi beberapa jenis yaitu: 
1) Kejahatan dan Pelanggaran 
Kejahatan atau rechtdelictenadalah perbuatan yang 
bertentangan dengan keadilan, terlepas apakah perbuatan itu 
diancam pidana dalam suatu undang-undang atau tidak.Jadi 
yang merasakan itu adalah tindak pidana atau bukan adalah 
masyarakat.Pelanggaran atau westdelict m ialah perbuatan 
yang oleh umum baru disadari sebagai suatu tindak pidana, 
setelah perbuatan tersebut dirumuskan oleh undang-undang 
sebagai tindak pidana. 
 
2) Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil.  
Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa, sehingga inti dari rumusan undang-undang 
tersebut adalah larangan yang untuk melakukan suatu 
perbuatan tertentu.Perumusannya tidak memperhatikan dan 
atau tidak memerlukan timbulnya akibat tertentu dari perbuatan 
sebagai syarat penyelesaian tindak pidana, melainkan semata-
mata pada perbuatannya.Sedangkan dalam rumusan tindak 
pidana materiil, inti larangan adalah pada menimbulkan akibat 
yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang 
dilarang itulah yang harus mempertanggungjawabkan dan 
dipidana. 
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3) Tindak Pidana Sengaja dan Tindak Pidana Kelalaian.  
Tindak pidana sengaja atau doleus delicten adalah tindak 
pidana yang dalam rumusannnya dilakukan dengan 
kesengajaan atau mengandung unsur kesengajaan.Tindak 
Pidana kelalaian atau colpuse delicten adalah tindak pidana 
yang mengandung unsur kealpaan atau ketidak sengajaan si 
pelaku saat melakukan perbuatan tersebut. 
 
4) Tindak Pidana Aktif dan Tindak Pidana Pasif  
Tindak pidana aktif (delicta commisionis) adalah tindak 
pidana yang perbuatannya aktif, positif, materiil, yang untuk 
mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota 
tubuh yang berbuat. Dalam tindak pidana pasif (delicta 
omisionis) ada suatu kondisi tertentu yang mewajibkan 
seseorang dibebani kewajiban hukum untuk berbuat tertentu, 
yang apabila ia tidak melakukan perbuatan itu secara aktif maka 
ia telah melanggar kewajibannya tadi. Delik ini juga disebut 
sebagai tindak pidana pengabaian suatu kewajiban hukum. 
 
5) Tindak Pidana Terjadi Seketika dan Tindak Pidana yang 
Berlangsung Terus.  
Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga 
untuk terwujudnya dalam waktu seketika atau waktu singkat 
saja disebut dengan aflopende delicten.Dapat dicontohkan 
dalam perbuatan pembunuhan, apabila korban telah meninggal 
maka tindak pidana tersebut telah selesai secara 
sempurna.Sebaliknya ada tindak pidana yang dirumuskan 
sedemikian rupa sehingga terjadinya tindak pidana itu 
berlangsung lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan tindak 
pidananya masih berlangsung terus dalam waktu yang 
lama.Tindak pidana ini dalam bahasa aslinya yaitu Bahasa 
Belanda, disebut sebagai voortdurende delicten. 
 
6) Tindak Pidana Umum dan Tindak Pidana Khusus. 
Pembedaan ini didasarkan pada sumbernya.Tindak pidana 
umum adalah semua tindak pidana yang dimuat dalam KUHP 
sebagai kodifikasi hukum pidana materiil.Sedangkan tindak 
pidana khusus adalah semua tindak pidana yang terdapat di 
luar kodifikasi tersebut.Misalnya Undang-Undang Nomor 10 
Tahun 1998 tentang tindak pidana perbankan. 
 
7) Tindak Pidana yang Dapat Dilakukan Semua Orang dan Tindak 
Pidana yang Hanya Dapat Dilakukan Orang Tertentu. 
Delicta communiaadalah tindak pidana yang dapat dilakukan 
oleh semua orang. Pada umumnya peraturan yang dirumuskan 
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dalam undang-undang maksudnya mencegah dilakukannya 
suatu perbuatan yang dapat berlaku bagi masyarakat  umum, 
jika aturan yang bersifat umum tersebut dilanggar, maka 
terjadilah apa yang disebut dengan delicta comunia tersebut. 
Dalam peraturan perundangan terdapat beberapa ketentuan 
yang hanya berlaku bagi masayarakat dengan kualitas tertentu, 
dalam hal ini bisa berkaitan dengan pekerjaan atau tugas yang 
diembannya, maupun berkenaan dengan hubungan pelaku 
dengan hal yang dilakukannya, misalnya pada Pasal 342 KUHP 
tentang pembunuhan bayi oleh ibunya sendiri. 
 
8) Tindak Pidana Biasa dan Tindak Pidana Aduan. 
Tindak pidana biasa adalah tindak pidana yang untuk 
dilakukan penuntutan pidana terhadap pelakunya tidak 
disyaratkan adanya pengaduan dari orang yang berhak. Tindak 
pidana aduan atau yang lebih populer di masyarakat dengan 
delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diadakan 
penuntutan terhadap peritiwa tersebut disyaratkan adanya 
pengaduan dari pihak yang berhak, dalam hal ini bisa oleh 
korban maupun orang yang mempunyai hubungan tertentu 
dengan peristiwa tersebut, misalnya keluarga atau orang yang 
diberi kuasa khusus untuk melakukan pengaduan oleh pihak 
yang berhak tersebut. 
 
9) Tindak Pidana Dalam Bentuk Pokok, yang diperberat dan yang 
diperingan. 
Tindak pidana dalam bentuk pokok atau eenvoudige 
delicten, dirumuskan secara lengkap,artinya semua unsur-
unsurnyadicantumkan dalam rumusan suatu tindak pidana 
padaperundang-undangan.Tindak pidana pada bentuk yang 
diperberat atau yangdiperingan tidak mengulang kembali unsur-
unsur bentuk pokoktersebut, melainkan sekedar menyebut 
kualifikasi bentukpokoknya atau pasal bentuk pokoknya, 
kemudian disebutkan atauditambahkan unsur yang bersifat 
memberatkan atau meringankansecara tegas dalam 
rumusannya yang biasanya berimbas padaancaman pidana 
yang akan dikenakan. 
 
10) Jenis Tindak Pidana Berdasarkan Kepentingan Hukum yang 
Dilindungi. 
Dalam KUHP, dibuat pengelompokan-pengelompokan 
tertentu terhadap tindak pidana yang didasarkan pada 
kepentingan hukum yang dilindungi. Bila kita mendasarkan 
pengaturan tersebut sesuai dengan hukum yang dilindungi, 
maka jumlah tindak pidana yang ada tidaklah terbatas, yang 
akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. 
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Dalam hal ini peranan hukum pidana khusus sangatlah penting, 
untuk menjadi semacam wadah pengaturan tindak pidana di 
luar kodifikasi. 
 
11) Tindak Pidana Tunggal dan Tindak Pidana Berangkai 
Tindak pidana tunggal atau yang dalam bahasa belanda 
disebutNdengan enkelvoudige delicten adalah tindak pidana 
yang dirumuskan sedemikian rupa, sehingga untuk dipandang 
selesai dan dapat dipidananya pelaku hanya perlu dilakukan 
sekali saja. 
Pada tindak pidana berangkai selesainya perbuatan dan 
dapat dipidananya pelaku harus menunggu perbuatan tersebut 
dilakukan secara berulang-ulang. Misalnya pada Pasal 296 
KUHP tentang kesengajaan seseorang untuk memudahkan 
perbuatan cabul oleh orang lain, kemudian menjadikannya 
sebagai pencarian atau kebiasaan. Hal yang digaris bawahi 
disini adalah mengenai kebiasaan yang menjadikan perbuatan 
tersebut menjadi berulang. 
 
 
B. Pidana dan Pemidanaan  
Hukum pidana adalah semua aturan-aturan hukum yang 
menentukan terhadap perbuatan-perbuatan apa seharusnya dijatuhi 
pidana dan apakah macamnya pidana itu.(Moeljatno,2008:5) 
Menurut Van Hattum (Lamintang, 1997: 2-3) hukum pidana positif 
adalah :  
“Suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan-peraturan yang 
diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya, 
di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum 
umum telah melarang dilakukannya tindakan-tindakan yang 
bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran 
terhadap peraturan-peraturannya dengan suatu penderitaan yang 
bersifat khusus berupa hukuman”. 
 
Simons (Rusli Effendy, 1986 : 5) dalam bukunya Leerboek 
v/hNederlands Strafrecht berpendapat bahwa : 
“Hukum pidana adalah semua perintah-perintah dan larangan-
larangan yang diadakan oleh negara dan yang diancam suatu 
pidana barang siapa yang tidak menaati peraturan-peraturan yang 
menentukan syarat-syarat bagi akibat hukum itu dan kesemuanya 
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peraturan-peraturan untuk mengadakan dan menjalankan pidana 
tersebut”. 
 
Adapun Pompe berpendapat bahwa hukum pidana adalah semua 
peraturan-peraturan hukum yang menentukan terhadap perbuatan-
perbuatan apa seharusnya dijatuhi pidana dan apakah macamnya pidana 
itu. 
Pengertian hukum pidana menurut Moeljatno 
(BambangPoernomo, 1993 : 22) bahwa : 
Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 
berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan 
aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, yang disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana 
tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 
telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 
dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu 
dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah 
melanggar larangan tersebut. 
 
Berdasarkan uraian tersebut di atas dan untuk menentukan isi 
pokok dari definisi hukum pidana itu, kiranya dapat disimpulkan bahwa 
hukum pidana adalah : 
1. Hukum positif; 
2. Hukum yang menentukan tentang perbuatan pidana dan 
menentukan tentang kesalahan bagi si pelanggarnya (substansi 
hukum pidana); 
3. Hukum yang menentukan tentang pelaksanaan substansi hukum 
pidana (hukum acara pidana). 
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1. Teori Pemidanaan 
Ada tiga golongan utama teori untuk membenarkan penjatuhan 
pidana: 
 
a. Teori absolut atau teori pembalasan 
Aliran ini menganggap sebagai dasar hukum dari pidana adalah 
alam pikiran untuk pembalasan.Teori pembalasan ini dikenal pada akhir 
abad ke-18 dan yang mempunyai pengikut-pengikut dengan jalan 
pikirannya masing-masing seperti Immanuel Kant, Hegel, Herbart, Stahl 
dan lain-lain. 
Teori pembalasan mengatakan bahwa pidana tidaklah bertujuan 
untuk yang praktis, seperti memperbaiki penjahat.Kejahatan itu sendirilah 
yang mengandung unsur-unsur untuk dijatuhkannya pidana.Pidana secara 
mutlak ada, karena dilakukan suatu kejahatan. 
Vos (Andi Hamzah, 1983 : 31) menunjukkan bahwa : 
“Teori pembalasan atau absolut ini terbagi atas pembalasan 
subjektif dan pembalasan objektif. Pembalasan subjektif ialah 
pembalasan terhadap kesalahan pelaku. Pembalasan objektif ialah 
pembalasan terhadap apa yang telah diciptakan oleh pelaku di 
dunia luar. Keduanya tidak perlu ditentangkan. Selanjutnya vos 
menunjuk contoh pembalasan objektif, di mana dua orang pelaku 
yang seorang menciptakan akibat yang lebih serius dari yang lain 
dan akan dipidana lebih berat.” 
 
Immanuel Kant (BambangPoernomo, 1993 : 27) mempunyai 
jalanpikiran bahwa : 
Kejahatan itu menimbulkan ketidakadilan, maka ia harus dibalas 
dengan ketidakadilan pula. Karena itu merupakan tuntutan dari 
hukum dan kesusilaan, jalan pikiran ini melahirkan teori absolut dan 
dasar kesusilaan yang dipegang teguh itu dapat dinamakan “de 
Ethische Vergeldingstheorie”. 
14 
Menurut Utrecht (Rusli Effendy, 1986 : 109) antara lain dikatakan 
bahwa : 
Sebagai dasar teori pembalasan pada umumnya diterima pendapat 
bahwa kejahatan sendirilah yang menurut anasir-anasir yang 
menuntun pidana dan yang tidak membenarkan pidana 
dijatuhkan.Jadi pidana tidak bertujuan mencapai suatu maksud 
yang praktis, misalnya memperbaiki penjahat.Mencapai suatu 
maksud praktis tertentu bukanlah suatu hal yang perlu diperhatikan 
dalam menjatuhkan pidana.Mencapai suatu maksud tertentu itulah 
sesuatu yang dalam pertimbangan menjatuhkan tidaknya pidana 
menjadi irrelevant. 
 
Menurut Leo Polak (Andi Hamzah, 1983 : 33-34) pidana itu harus 
memenuhi tiga syarat : 
1. Perbuatan yang dilakukan dapat dicela sebagai suatu 
perbuatan yang bertentangan dengan etika, yaitu bertentangan 
dengan kesusilaan dan tata hukum objektif. 
2. Pidana hanya boleh memperhatikan apa yang sudah terjadi. 
Jadi pidana tidak boleh dijatuhkan untuk maksud prevensi. 
3. Sudah tentu beratnya pidana harus seimbang dengan beratnya 
delik. Ini perlu supaya penjahat tidak dipidana secara tidak adil. 
 
b. Teori relatif atau teori tujuan 
 Menurut teori ini tujuan pidana ialah mengamankan masyarakat 
dengan jalan menjaga serta mempertahankan tata tertib masyarakat dan 
akibatnya yaitu tujuan untuk prevensi terjadinya kejahatan. Wujud pidana 
ini berbeda-beda: menakutkan, memperbaiki, atau membinasakan. Lalu 
dibedakan antara prevensi umum dan prevensi khusus. 
Tujuan Pokok yang hendak dicapai dalam prevensi umum adalah 
pencegahan yang ditunjuk kepada khalayak ramai/kepada semua orang 
agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban 
masyarakat. 
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Tujuan prevensi umum dikemukakan oleh Rusli Effendy  (1986 : 
114) sebagai berikut : 
Untuk mencegah supaya orang pada umumnya jangan melanggar 
karena pidana itu dimaksudkan untuk menghalang-halangi supaya 
orang jangan berbuat salah. Teori prevensi umum mengajarkan 
bahwa untuk mempertahankan ketertiban umum terhadap kaum 
penjahat, maka penjahat yang tertangkap harus dipidana berat 
supaya orang lain takut melanggar peraturan-peraturan pidana. 
 
Menurut Vos (BambangPoernomo, 1993 : 29) mengatakan : 
Bentuk teori prevensi umum yang paling lama berwujud pidana 
yang mengandung sifat menjerakan/menakutkan dengan 
pelaksanaannya di depan umum yang mengharapkan suggestieve 
terhadap anggota masyarakat lainnya agar tidak berani melakukan 
kejahatan lagi. Jadi agar anggota masyarakat lain dapat ditakutkan, 
perlu diadakan pelaksanaan pidana yang menjerakan dengan 
dilaksanakan di depan umum. Pelaksanaan demikian menurut teori 
ini memandang pidana sebagai suatu yang terpaksa perlu 
noodzakelijk demi untuk mempertahankan ketertiban masyarakat. 
 
Apabila setiap orang mengerti dan tahu, bahwa melanggar 
peraturan hukum itu diancam dengan pidana, maka orang itu mengerti 
dan tahu juga akan dijatuhi pidana atas kejahatan yang dilakukan. Dengan 
demikian tercegahlah bagi setiap orang untuk berniat jahat, sehingga di 
dalam jiwa orang masing-masing telah mendapat tekanan atas ancaman 
pidana, yang mengembangkan teori “psychologische zwang” dari Anselm 
Von Feuerbach dalam tahun lebih kurang 1800. Walapun demikian ada 
kemungkinan kejahatan dilakukan kerena berbakat jahat, yang tidak akan 
mungkin menghiraukan atas ancaman pidana itu saja, melainkan harus 
disertai menjatuhkan secara konkret dan melaksanakan pidananya 
dengan nyata. 
Prevensi Khusus yang dianut oleh Van Hamel dari Belanda dan 
Von Liszt  mengatakan bahwa tujuan prevensi khusus ialah untuk 
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mencegah niat buruk pelaku (dader) bertujuan mencegah pelanggar 
mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan 
perbuatan jahat yang direncanakannya. 
Untuk memperingatkan dan menghalangi si penjahat melakukan 
kejahatan maka pencegahan itu dapat berupa menakutkan, memperbaiki 
dan mengurung si penjahat. 
Van Hamel (Andi Hamzah, 1983: 35) menunjukkan bahwa 
prevensi khusus suatu pidana ialah: 
1. Pidana harus memuat suatu unsur menakutkan supaya 
mencegah penjahat yang mempunyai kesempatan untuk tidak 
melaksanakan niat buruknya. 
2. Pidana harus mempunyai unsur memperbaiki terpidana. 
3. Pidana mempunyai unsur membinasakan penjahat yang tidak 
mungkin diperbaiki. 
4. Tujuan satu-satunya suatu pidana ialah mempertahankan tata 
tertib hukum. 
 
 
c. Teori gabungan 
Teori ini adalah kombinasi antara penganut teori pembalasan dan 
teori tujuan, yaitu membalas kejahatan atau kesalahan penjahat dan 
melindungi masyarakat; dan kedua tujuan ini disusul dengan memidana. 
Van Bemmelen (Andi Hamzah, 1983: 36) menganut teori 
gabungan dengan mengatakan: 
Pidana bertujuan membalas kesalahan dan mengamankan 
masyarakat.Tindakan bermaksud mengamankan dan memelihara 
tujuan.Jadi pidana dan tindakan, keduanya bertujuan 
mempersiapkan untuk mengembalikan terpidana ke dalam 
kehidupan masyarakat. 
 
Vos (BambangPoernomo, 1993 : 31) menerangkan bahwa di 
dalam teori gabungan terdapat tiga aliran yaitu: 
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1. Teori gabungan yang menitikberatkan pembalasan tetapi 
dengan maksud sifat pidana pembalasan itu untuk melindungi 
ketertiban hukum. 
2. Teori gabungan yang menitikberatkan pada perlindungan 
ketertiban masyarakat. 
3. Teori gabungan yang dititikberatkan sama antara pembalasan 
dan perlindungan kepentingan masyarakat. 
 
Dalam Pasal 5  rancangan KUHPidana nasional, telah diatur 
tentang tujuan penjatuhan pidana, yaitu : 
1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 
norma hukum demi pengayoman masyarakat, 
2) Mengadakan koreksi terhadap terpidana dan dengan demikian 
menjadikannya orang yang baik dan berguna, 
3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh, tindak pidana, 
memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai 
dalam masyarakat, 
4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 
 
 Dalam ayat (2) pasal itu dikatakan bahwa pemidanaan tidak 
dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan 
martabat manusia. 
Dengan demikian dapat dikatakan bahwa yang tercantum di dalam 
rancangan KUHPidana tersebut merupakan penjabaran teori gabungan 
dalam arti yang luas. Ia meliputi usaha prevensi, koreksi kedamaian dalam 
masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana (mirip dengan 
expation). 
2. Jenis-jenis Pidana 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana) telah 
menetapkan jenis-jenis pidana yang tercantum di dalam Pasal 10. Jenis 
pidana ini berlaku juga bagi delik yang tercantum di luar KUHP, kecuali 
ketentuan undang–undang itu menyimpang (Pasal 103 KUHPidana). Jenis 
pidana ini dibedakan antara pidana pokok dan pidana tambahan. 
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Jenis-jenis pidana menurut Pasal 10 KUHPidana ialah sebagai 
berikut : 
a. Pidana Pokok 
1. Pidana mati 
2. Pidana penjara 
3. Pidana kurungan 
4. Pidana denda 
5. Pidana tutupan  
b. Pidana Tambahan 
1. Pencabutan hak-hak tertentu 
2. Perampasan barang-barang tertentu 
3. Pengumuman putusan hakim 
Pidana pokok dapat dijatuhkan bersama dengan pidana tambahan, 
tetapi dapat juga dijatuhkan tersendiri. Sementara pidana tambahan tidak 
boleh dijatuhkan tersendiri tanpa persetujuan pidana pokok. Dengan kata 
lain pidana tambahan adalah accesoir atau bersifat fakultatif pada pidana 
utama.  
C. Pemerkosaan. 
1. Pengertian Delik Pemerkosaan 
Pemerkosaan merupakan salah satu dari sekian banyak 
pelanggaran hak asasi manusia yang sering terjadi sehingga tidak ada 
alasan yang dapat membenarkannya, apabila itu bertentangan dengan 
aturan-aturan yang berlaku baik dilihat dari perspektif etika dan agama 
maupun hukum. Terkhususnya dari perspektif hukum mengingat Negara 
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kita adalah Negara yang berdasarkan atas hukum serta dampak yang 
ditimbulkan. 
Apalagi Kasus-kasus pemerkosaan akhir-akhir ini telah 
menimbulkan reaksi-reaksi sebagian masyarakat bahkan ketidakpuasan 
pun terhadap pidana yang telah dijatuhkan, dimuat dalam mass media 
sebagaimana dimuat pada Bab II Gambaran Keadaan ( Leden 
Marpaung;2008;48). 
Selain daripada pemerkosaan dan pemidanaan terhadap 
pemerkosaan yang disorot, sering juga orang membicarakan 
penanggulangan akibat-akibat yang ditimbulkannya. Mengamati 
pandangan/pendapat terhadap penanggulangan akibat pemerkosaan 
sebagai dimuat antara lain Bab II ( Leden Marpaung;2008;48)., 
tampaknya masih kurang tepat jika hal tersebut dibebankan kepada 
aparat penegak hukum terutama selain dari kegiatan telah cukup padat, 
keahlian untuk menanggulangi akibat tersebut kemungkinan tidak dimiliki 
aparat penegak hukum tersebut. 
Yang paling banyak mendapat sorotan tajam dari massa media 
mengenai kejahatan terhadap kesusilaan adalah “perkosaan”. Sering 
anggota masyarakat telah menarik kesimpulan tanpa memahami dengan 
baik hakikat pemerkosaan dan jika aparat penegak hukum lamban 
menangani, bukan mustahil aparat tersebut mendapatkan penilaian yang 
negatif bahkan dituduh tidak jujur. 
Hal tersebut merupakan hal yang wajar karena sering orang 
menentukan kesimpulan tanpa memahami masalah secara 
20 
keseluruhan/utuh. Memahami masalah-masalah hukum selain memahami 
hukum itu sendiri diperlukan pemahaman yang seksama terhadap 
keajadian/kasus. Di sisi lain baik masyarakat maupun aparat penegak 
hukum , perlu menyadari bahwa untuk mengetahui kekurangan diri 
sendiri, tidak mudah . 
Seatandyo Wignojosoebroto (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;40)mengemukakan bahwa : 
Perkosaan adalah “suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh 
seseorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang 
menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar. Dalam 
pengertian seperti ini, apa yang disingkat perkosaan,  disatu pihak 
dapat dilihat sebagai suatu perbuatan (ialah perbuatan seseorang 
yang secara paksa hendak melampiaskan nafsu seksualnya), dan 
di dalam pihak dapatlah dilihat sebagai suatu peristiwa (ialah 
pelanggaran norma-norma dan demikian juga tertib sosial)”.  
 
Sedangkan R.Sugandhi (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;40), mengemukakan bahwa  : 
Perkosaan adalah “sesorang pria yang memaksa pada seseorang 
yang bukan istrinya untuk melakukan persetubuhan dengannya 
dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria 
telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita yang 
kemudian mengeluarkan air mani”. 
 
Menurut Wirdjono Prodjodikoro (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;41), yang dimaksud dengan : 
Perkosaan adalah seorang laki-laki, yang memaksa seorang 
perempuan yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, 
sehingga sedemikan rupa tidak dapat melakukan, maka dengan 
terpaksa ia mau melakukan persetubuhan itu”. 
 
Demikian pula Soesilo (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;41)  merumuskan tentang perkosaan yang lebih cenderung 
pada aspek yuridis yang terfokus pada “pemaksaan bersetubuh”, yang 
berbunyi sebagai berikut : 
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Perkosaan adalah seorang lelaki yang memaksa seorang wanita 
yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia, sedemikian rupa, 
sehingga akhirnya si wanita tidak dapat melawan lagi dengan 
terpaksa mengikuti kehendaknya. 
 
Menurut Darma Weda (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan;43) , 
yang condong pada pengertian perkosaan secara kriminologis, 
menyatakan bahwa : 
Lazimnya dipahami bahwa terjadinya perkosaan yaitu dengan 
penetrasi secara paksa atau dimasukkan ke dalam vagina bukan 
penis si pelaku, tetapi jari, kuku, botol atau apa saja, baik ke dalam 
vagina maupun mulut atau anus. 
 
Lamintang dan Samosir (Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;44)  yang dimaksud dengan : 
Perkosaan adalah perbuatan seseorang yang dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita untuk 
melakukan hubungan di luar ikatan perkawinan dengan dirinya. 
 
Secara umum pemerkosaan dapat diartikan sebagai pemaksaan 
kehendak dari suatu pihak kepada pihak lainnya, tanpa memperdulikan 
hak, kepentingan serta kemauan pihak lain yang dipaksa untuk maksud 
keuntungan atau kepentingan pribadi bagi pihak pemaksa. 
Dalam Pasal 285 KUHPidana dijelaskan tentang apa yang disingkat 
perkosaan, yang berbunyi sebagai berikut  : 
“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, 
dihukum, kerena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-
lamanya dua belas Tahun.” 
 
Bertitik tolak pada rumusan Pasal 285 tersebut, dapatlah 
disimpulkan bahwa pengertian delik pemerkosaan adalah delik yang 
dengan atau ancaman  kekerasan memaksa seorang perempuan yang 
bukan istrinya ancaman mana dimaksud agar perempuan tersebut tidak 
berdaya sehingga dapat disetubuhi. 
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2. Unsur-unsur Delik Pemerkosaan  
Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 285 KUHPidana 
yang dapat dijadikan dasar atau syarat terhadap delik pemerkosaan yaitu 
sebagai berikut (Leden Marpaung;2008;49)  : 
a. harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan  
b. harus ada paksaan 
c. dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya 
d. paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya. 
 
Salah satu unsur dalam tindak pidana perkosaan adalah kekerasan 
atau ancaman kekerasan, yang menurut Moch. Anwar (Abdul Wahid 
dan Muhammad Irfan;2001;53)adalah 
“Sarana untuk memaksa, suatu sarana yang mengakibatkan 
perlawanan dari orang yang dipaksa menjadi lemah”.  
 
Sianturi (Abdul Wahid dan Muhammad Irfan;2001;53) 
mengemukakan pengertian kekerasan yang dengan pemaksaan, adalah :  
“Suatu tindakan yang menonjolkan seseorang sehingga tiada 
pilihan lain yang lebih wajar baginya, selain dari mengikuti 
kehendak si pemaksa. Dengan perkataan lain mengikuti kehendak 
si pemaksa, si terpaksa tidak akan melakukan atau melalaikan 
sesuatu sebagai dengan kehendak pemaksa dan pemaksaan itu 
pada dasarnya dibarengi tindakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan.” 
 
Dengan demikian, kekerasan yang pada dasarnya diawali oleh 
paksaan secara fisik, menunjukkan bahwa kekerasan atau ancaman 
kekerasan pada tindak pidana perkosaan tertuju pada diri korban yang 
membahayakan keselamatan badan dan jiwanya. Dalam pasal 89 
KUHPidana mengatur bahwa : “Yang disamakan melakukan kekerasan 
itu, membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya”.    
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Ketentuan Pasal 89 KUHPidana ini diperjelas lagi Soesilo, sebagia 
bentuk kekerasan, adalah : mempergunakan kekuatan jasmani, misalnya 
memukul dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, 
menendang, dan sebagainya. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar 
akan dirinya, umumnya memberi minum racun atau obat, sehingga orang 
tidak ingat lagi. Tidak berdaya artinya, tidak mempunyai kekuatan atau 
tenaga sama sekali, sehingga tidak dapat melakukan perlawanan, 
misalnya mengikat dengan tali pada kaki dan tangan, mengurung dalam 
kamar, dan sebagainya.  
Kekerasan atau ancaman kekerasan dalam tindak pidana 
pemerkosaan, dilakukan oleh pembuat niatnya dapat terlaksana. 
Misalnya, mengikat tangan dan kaki, merobek pakaian korban, atau 
mengancam korban untuk menganiaya atau membunuhnya jika tidak 
mengikuti kehendak pembuat. Akibat yang dilarang dalam tindakan pidana 
ini adalah kesengajaan pembuat yang menyebabkan korban 
menyerahkan kehormatannya kepada pembuat dimana hal tersebut akan 
menjatuhkan harkat dan martabat korban.  
Lamintang membagi Unsur-unsur Pasal 285 KUHPtersebut secara 
terperinci  : 
a. barang siapa 
b. dengan kekerasan atau 
c. dengan ancaman akan memakai kekerasan 
d. memaksa  
e. seorang wanita 
f. mengadakan hubungan kelamin di luar perkawinandengan 
dirinya 
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Walaupun di dalam rumusannya, Undang-Undang tidak 
mensyaratkan keharusan adanya unsur kesengajaan pada diri pelaku 
dalam melakukan perbuatan yang dilarang di dalam Pasal 285 
KUHPidana, kiranya sudah jelas bahwa tindak pidana perkosaan seperti 
yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHPidana itu harus dilakukan 
dengan sengaja . 
Mirip dengan tindak pidana ini adalah yang oleh 289 dengan 
kualifikasi penyerangan kesusilaan dengan perbuatan (feitelijke 
aanranding der eerbaarheid) dirumuskan sebagai : Dengan kekerasan 
atau ancaman hukuman maksimum Sembilan tahun penjara. 
Menurut komentar para penulis Belanda, perbuatan yang 
dipaksakan dalam pasal 289 - perbuatan cabul – merupakan pengertian 
umum yang meliputi perbuatan bersetubuh dari pasal 285 sebagai 
pengertian khusus . 
Perbedaan lain dari kedua tindak pidana tersebut adalah bahwa 
(Wirjono Prodjodikoro;1986;177) : 
a. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan oleh 
seorang laki-laki terhadap seorang perempuan, sedangkan 
perkosaan untuk cabul juga dilakukan oleh seorang perempuan 
terhadap laki-laki; 
b. Perkosaan untuk bersetubuh hanya dapat dilakukan di luar 
perkawinan sehingga seorang suami boleh saja memperkosa 
istri untuk bersetubuh, sedangkan perkosaan untuk cabul dapat 
juga dilakukan di dalam perkawinan sehingga tidak boleh 
seorang suami memaksa istrinya cabul atau seorang suami 
memaksa istrinya untuk cabul atau seorang istri memaksa 
suami untuk cabul. 
 
Sebenarnya, perbedaan sub b ini tidak begitu logis, justru karena 
pengertian cabul lebih luas dari bersetubuh. Dengan demikian, seorang 
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suami tidak boleh memaksa istrinya untuk – misalnya – memegang 
kemaluan suami, tetapi boleh memaksa istrinya untuk bersetubuh .  
3. Macam-macam Delik Pemerkosaan  
Menurut kriminolog Mulyana W.Kusuma (Wirjono 
Prodjodikoro;1986;118) menyebutkan sebagai berikut  : 
1) Sadistic Rape; 
Perkosaan sadistic, artinya, pada tipe ini seksualitas dan agresif 
berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah 
nampak menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan 
seksnya, melainkan melalui serangan yang mengerikan atas alat 
kelamin dan tubuh korban. 
2) Angea rape 
Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 
sarana untuk dan melampiaskan perasaan geram dan marah yang 
tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan objek 
terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan objek 
terhadap siapa pelaku yang memproyeksikan pemecahan atas 
prustasi-prustasi, kelemahan, kesulitan, dan kekecewaan hidupnya. 
3) Dononation rape 
Yakni suatu perkosaan yang terjadi ketika pelaku mencoba untuk 
gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 
dalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban, namun tetap 
memiliki keinginan berhubungan seksual. 
4) Seduktive Rape 
Suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 
merangsang, yang terciptanya oleh kedua belah pihak. Pada 
mulanya korban memutuskan bahwa keintiman personal harus 
dibatasi sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya 
mempunyai keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa 
itu tak mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 
5) Victim Precipitatied Rape 
Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 
kerabat  sebagai pencetusnya. 
6) Exploitation Rape 
Perkosaan yang menunjukkan bahwa setiap kesempatan 
melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan 
mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita 
yang bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. Misalnya, 
istri yang diperkosa oleh suaminya atau pembantu rumah tangga 
yang diperkosa majikannya, sedangkan pembantunya tidak 
mempersoalkan (mengadukan) kasusnya ini kepada pihak yang 
berwajib . 
 
26 
4. Karakteristik Delik Pemerkosaan 
Karakteristik umum tindak pidana perkosaan(Abdul Wahid dan 
Muhammad Irfan;2001;48) : 
1. Agresivitas, merupakan sifat yang melekat pada setiap tindak 
pidana perkosaan; 
2. Motivasi kekerasan lebih menonjolkan dibandingkan dengan 
motivasi seksual semata-mata; 
3. Secara Psikologis, tindak pidana perkosaan lebih banyak 
mengandung masalah kontrol dan kebencian dibandingkan 
dengan nafsu; 
4. Tindak pidana perkosaan dapat dibedakan ke dalam 
bentuk,yaitu; angerrape, powerrape dan sadisticrape. Dan ini 
direduksi dari anger and violation, control and domination,erotis. 
5. Ciri pelaku perkosaan : mispersepsi pelaku atas korban, 
mengalami pengalaman buruk khususnya dalam hubungan 
personal (cinta), terasing dalam pergaulan sosial, rendah hati, 
ada ketidakseimbangan emosional. 
6. Korban perkosaan adalah partisipatif. Menurut Meier dan 
Miethe, 4-19% tindak pidana perkosaan terjadi karena kelalaian 
(partisipasi) korban. 
7. Tindak pidana perkosaan secara yuridis sulit dibuktikan.  
 
Di antara karakteristik perkosaan itu, ciri kekerasan dan sulitnya 
dilakukan pembuktian tampaknya perlu mendapatkan perhatian utama. 
Kekerasan yang menimpa korban bukan hanya berdampak merugikan 
ketahanan fisiknya, namun juga ketahanan psikologisnya. Kondisi buruk 
yang membuat korban tidak berdaya ini dapat berdampak buruk lebih 
lanjut pada persoalan penegakan hukumnya . 
Bukan tidak mungkin, korban akan menjadi takut melaporkan 
(mengadukan) kasus yang menimpanya karena khawatir cacat fisik 
maupun psikologisnya diketahui oleh public (masyarakat). Hal ini akan 
menjadikan data resmi yang dilaporkan pihak berwajib kurang lengkap, 
sebab tidak adanya partisipasi korban untuk mengungkap kasus yang 
dialaminya sendiri. 
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Begitupun terhadap masalah pembuktian, pihak penegak hukum 
dapat mengalami kesulitan mencari bukti-bukti untuk mengungkapkan 
kasus perkosaan yang sudah cukup populer di tengah masyarakat, namun 
tidak ada dukungan dari pihak korban. Di samping korban tidak mau 
mengadukan, juga korban enggan segera (secepatnya) mengadukan, 
padahal dalam mengungkap kasus kejahatan kesusilaan, peranan korban 
sangat menentukan. 
Made Darma Weda menunjukan,(Abdul Wahid dan Muhammad 
Irfan;2001;49) 
“kesulitan mencari bukti tentang adanya pemerkosaan tentunya 
tidak akan sulit, apabila korban perkosaan langsung melaporkan 
terjadinya perkosaan. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan 
bukti-bukti dari adanya pemerkosaan, misalnya adanya sisa 
sperma, tertinggalnya rambut (bulu) dari alat kelamin si pelaku 
atau tanda luka pada tubuh korban akibat adanya paksaan fisik. 
Sebaliknya apabila korban tidak langsung melaporkan terjadinya 
perkosaan, maka bukti-bukti tersebut di atas tidak dapat diketahui 
oleh pihak penyidik dan sulit untuk ditemukan kembali . 
 
D. Kekerasan 
Tindak kekerasan seringkali dipertontonkan di tengah interaksi 
sosial yang dapat saja berakibat fatal yang menimbulkan korban. Kerena 
itu perlu rumusan pengertian tentang  yang dimaksud dengan kekerasan 
dan jenis-jenis kekerasan atau ancaman kekerasan yang sering menimpa 
perempuan dan anak di bawah umur. 
1. Pengertian Kekerasan 
Dalam Pasal 89 Buku I Bab IX KUHPidanaditentukan bahwa: 
“Membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan 
menggunakan kekerasan”. 
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Pasal tersebut dijelaskan oleh Soesilo (1988 : 98) bahwa: “Yang 
dimaksud melakukan kekerasan itu membuat orang pingsan atau tidak 
berdaya lagi(lemah)”. Kemudian pasal ini dijelaskan lebih lanjut sebagai 
berikut: 
“Melakukan kekerasan” artinya mempergunakan tenaga atau 
kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak syah.Misalnya 
memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, 
menendang, dan sebagainya.Yang dimaksud dengan “melakukan 
kekerasan” dalam pasal ini ialah “ membuat orang jadi pingsan atau 
tidak berdaya”. 
 “Pingsan”, artinya “tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya” 
umpamanya memberi minuman racun atau lain-lain obat, sehingga 
orangnya tidak ingat lagi.“Orang yang pingsan” itu tidak dapat 
mengetahui apa yang terjadi akan dirinya.“Tidak berdaya” artinya 
tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga ia 
tidak dapat mengadakan perlawanan sedikit pun. 
Misalnya tangan dan kakinya diikat dengan tali, mengurung dalam 
kamar, memberikan suntikan sehingga orang itu lumpuh.“Orang tak 
berdaya” tidak dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. 
 
2. Jenis-jenis Kekerasan  
Ada beberapa jenis kekerasan atau ancaman kekerasan dalam hal 
tindak pidana atau perbuatan yang telah diatur dalam peraturan 
perundang-undangan.Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindak 
kekerasam kesusilaan terdapat dalam Pasal-Pasal yang dimulai dari 
Pasal 55 sub 2, Pasal 120, Pasal 145, Pasal 170, Pasal 
285,Pasal289,Pasal 300 (ayat 1) ke 3, Pasal 330, dan Pasal 332 (ayat 1) 
ke 2. Semuanya dapat dijelaskan secara singkat sebagai berikut: 
a. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, 
dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat dengan 
kekerasan, ancaman kekerasan atau penyesatan dengan 
memberi kekerasan, sarana atau keterangan, sengaja 
menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan. (Pasal 
55 ke 2)KUH Pidana. 
b. Jika kejahatan tersebut (Pasal 113, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 
118, Pasal 119) dilakukan dengan akal curang, seperti 
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penyesatan, penyamaran, pemakaian nama atau kedudukan 
palsu, atau dengan menawarkan, menerima, membayangkan, 
atau menjanjikan hadiah, keuntungan dalam bentuk apapun 
atau dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
maka pidana kemerdekaan dapat diperberat lipat dua. (Pasal 
120)KUH Pidana. 
c. Barangsiapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga 
bersama menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan 
terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun enam bulan. (Pasal 170 ke 1)KUH 
Pidana. 
d. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar 
perkawinan, diancam kerena melakukan perkosaan dan 
diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun. 
(Pasal 285)KUH pidana. 
e. Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 
memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan 
dilakukan perbuatan cabul, diancam kerena perbuatan 
menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara 
paling lama sembilan tahun. (Pasal 289)KUH Pidana 
f. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau 
denda paling banyak tiga ratus rupiah, barangsiapa dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk 
minum-minuman yang memabukkan. (Pasal 300 (1) ke 3)KUH 
PIdana. 
g. Barangsiapa dengan sengaja menarik seseorang yang belum 
cukup umur dari kekuasaan menurut Undang-Undang 
ditentukan atas dirinya atau dari pengawasan oleh orang yang 
berwenang untuk dia, diancam pidana penjara paling lama tiga 
tahun. Bilamana dalam hal ini dilakukan tipu muslihat, 
kekerasan atau ancaman kekerasan, atau bilamana anaknya 
belum cukup umur 12 tahun, dijatuhkan pidana penjara paling 
lama Sembilan tahun. (Pasal 330)KUH Pidana. 
h. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, 
barangsiapa membawa pergi seorang wanita dengan tipu 
muslihat kekerasan atau ancaman kekerasan dengan maksud 
untuk memastikan penguasannya terhadap wanita itu baik di 
dalam maupun di luar pernikahan. (Pasal 332 (ayat 1) ke 2)KUH 
Pidana. 
 
Semua tindak pidana kejahatan kesusilaan atau kesopanan yang 
dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, sebagaimana 
yang diatur dalam beberapa pasal tersebut dalam KUH Pidana, diancam 
dengan pidana penjara yang berat antara lima hingga dua belas tahun.  
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Masih banyak tindak pidana yang bukan kesusilaan atau 
kesopanan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal-Pasal KUHPidana seperti 
kejahatan terhadap kemerdekaan orang (Pasal 335), tentang pencurian 
(Pasal 365), tentang pemerasan dan ancaman terhadap orang dan barang 
(Pasal 368), tentang kejahatan pelayaran di Indonesia (Pasal 438 s), 
(Pasal 444), dan (Pasal 459). 
Kejahatan kesusilaan yang dilakukan dengan cara kekerasan atau 
ancaman kekerasan, juga diatur dalam Undang-undang Perlindungan 
Anak, Undang-undang Kesejahteraan Anak, Undang-undang Pengadilan 
Anak, Undang-undang Perdagangan Perempuan dan Anak, dan Undang-
undang sistem Peradilan Pidana Anak. Semuanya bertujuan untuk 
melindungi anak dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat. 
Selanjutnya dalam Pasal 82 dan Pasal 83 Undang-undang No. 23 
Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anakmenentukan: “Setiap orang yang 
dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa, atau melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau 
membujuk anak untuk melakukan, atau membiarkan dilakukan perbuatan 
cabul di pidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan paling 
sedikit 3 tahun dan denda paling banyak Rp. 300 juta atau paling sedikit 
Rp. 60 juta”. 
Beratnya sanksi hukuman atas tindak pidana kejahatan perkosaan 
dan pencabulan anak, sebagaimana bunyi dari kedua Pasal tersebut, 
telah mengindikasikan bahwa badan legislatif selaku pembuat Undang-
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undang dan badan eksekutif selaku pelaksana Undang-undang telah 
berupaya untuk menghukum pelaku kekerasan seksual dengan ancaman 
pidana penjara yang maksimal. 
 
E. Persetubuhan  
1. Pengertian Persetubuhan 
 Pengertian persetubuhan menurut rumusan KUHPidana adalah 
sesuai Arrest HogeRaad sebagaimana dikutip pasal 284 KUH Pidana   (R. 
Soesilo,1988:209 ) disebutkan : 
“Peraduan antara alat kelamin laki-laki dan perempuan yang biasa 
dilakukan untuk mendapatkan anak, Jadi alat kelamin laki-laki 
harus masuk kedalam alat kelamin perempuan, Sehingga 
mengeluarkan air mani” 
 
2. Tindak Pidana Persetubuhan Terhadap Anak 
a. Persetubuhan anak dalam KUHPidana 
 Berikut ini adalah pasal-pasal dalam KUH pidana yang memiliki 
unsur Persetubuhan : 
1. Pasal 285 KUH Pidana, menentukan bahwa :“Barangsiapa 
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, 
dihukum karena memperkosa, dengan hukuman penjara 
selama-lamanya dua belas tahun. 
2. Pasal 286 KUH Pidana, menentukan bahwa : “Barangsiapa 
bersetubuh dengan perempuan yang bukan istrinya, sedang 
diketahuinya, bahwa perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, 
dihukum penjara selama-lamanya sembilan tahun”.    
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3. Pasal 287 (ayat 1) KUHPidana, menentukan bahwa: 
“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar 
perkawinan, yangdiketahui atau sepatutnya harus diduganya, 
bahwa umurnya belum lima belastahun atau jika umurnya tidak 
jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin,diancam dengan 
pidana penjara paling lama sembilan tahun”.  
  
4. Pasal 289 KUH Pidana, menentukan bahwa : Barangsiapa   
dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 
seseorang melakukan atau membiarkan perbuatan cabul, 
dihukum karena merusak kesopanan dihukum selama-lamanya 
sembilan tahun. 
5. Pasal 290 KUH Pidana, menentukan bahwa : 
Dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun 
dihukum:  
 
1e. Barangsiapa yang melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang yang diketahuinya bahwa orang itu pingsan dan tidak 
berdaya 
2e. Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengan 
seseorang, sedang diketahuinya atau patut harus disangkanya, 
bahwa umur orang itu belum cukup 15 tahun atau kalau tidak 
nyata berapa umurnya, bahwa oarang itu belum masanya buat 
dikawin. 
3e. Barangsiapa membujuk (menggoda) seseorang, yang 
diketahuinya atau patut disangkanya, bahwa umur oarang itu 
belum cukup 15 tahun atau kalau tidak nyata berapa umurnya, 
bahwa ia belum masanya buat kawin, akan,melakukan atau 
membiarkan dilakukan pada dirinya perbuatan cabul, atau akan 
bersetubuh dengan orang lain dengan tiada kawin. 
 
 
6. Pasal 293 KUH Pidana menentukan bahwa : 
1.Barangsiapa dengan memberi atau menjanjikan uang atau 
barang, menyalahgunakan pembawa yang timbul dari hubungan 
keadaan, atau dengan penyesatan sengaja menggerakkan 
seorang belum dewasa dan baik tingkahlakunya untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul dengan 
dia, padahal tentang belum kedewasaannya, diketahui atau 
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selayaknya harus diduganya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun. 
2.Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan orang yang 
terhadap dirinya dilakukan kejahatan itu. 
3.Tenggang waktu tersebut dalam Pasal 74 bagi pengaduan ini 
adalah masing-masing sembilan bulan dan dua belas bulan. 
  
7. Pasal 294 KUH Pidana, menentukan bahwa: 
(1) Barangsiapa melakukan perbuatan cabul dengm anaknya, 
tirinya, anak angkatnya, anak di bawah pengawasannya yang 
belum dewasa, atau dengan orang yang belum dewasa yang 
pemeliharaannya, pendidikan atau penjagaannya diserahkan 
kepadanya ataupun dengan bujangnya atau bawahannya yang 
belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama 
tujuh tahun. 
(2) Diancam dengan pidana yang sama: 
1e.  pejabat yang melakukan perbuatan cabul dengan orang 
yang karena jabatan adalah bawahannya, atau dengan 
orang yang penjagaannya dipercayakan atau diserahkan 
kepadanya, 
2e.  pengurus, dokter, guru, pegawai, pengawas atau 
pesuruh dalam penjara, tempat pekerjaan negara, tempat 
pendidikan, rumah piatu, rumah sakit, rumah sakit jiwa atau 
lembaga sosial, yang melakukan perbuatan cabul dengan 
orang yang dimasukkan ke dalamnya. 
 
b. Persetubuhan Anak menurut Undang-Undang Perlindungan 
Anak 
 Pasal 1 angka 2 UU No.23 Tahun 2002 menentukan bahwa 
perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 
melindungi anak dan hak-haknya agar dapathidup, tumbuh, berkembang, 
dan berpartisipasi. Secara optimal sesuai dengan harkat danmartabat 
kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan 
diskriminasi.Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya 
yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak 
yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan 
penelantaran, agar dapat menjamn kelangsungan hidup dan tumbuh 
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kembang anak secara wàjar, baik fisik, mental, dan sosialnya. Didalam 
Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002, berikut 
beberapa pasal yang mengatur tentang persetubuhan dengan anak: 
1) Pasal 81 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 : 
1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 
atau ancamankekerasan memaksa anak melakukan 
persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan 
paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).  
2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
berlaku pula bagisetiap orang yang dengan sengaja melakukan 
tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
melakukan persetubuhan dengannya atau  dengan orang lain.   
 
2) Pasal 82 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 : 
Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 
ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 
serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk 
melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) 
tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit 
Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). 
 
 Dalam hukum Pidana di Indonesia berlaku asas “lex specialis 
derogat legi generalis”, dimana asas ini mengatakan bahwa aturan khusus 
mengesampingkan aturan umum. Hal ini untuk menjamin adanya 
kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dalam menerapkan suatu 
peraturan perundang-undangan. Dengan adanya Undang-undang 
Perlindungan anak khususnya Pasal 81 Undang-undang Nomor 23 Tahun 
2002 maka dapat dikatakan bahwa Pasal 287 KUHPidana sudah tidak 
dapat diterapkan lagi bagi pelaku persetubuhan yang dilakukan terhadap 
anak, sebab dalam Pasal 81 Undang-undang perlindungan anak terlah 
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diatur secara khusus mengenai ketentuan pidana materiil delik 
persetubuhan yang dilakukan terhadap anak.  Jadi dalam hal ini Pasal 81 
Undang-undang Perlindungan Anak merupakan “lex spesialis derogate 
legi generalis” dari Pasal 287 KUHPidana dimana dalam penerapan 
hukum bagi delik persetubuhan yang dilakukan terhadap anak, 
penggunaan Pasal 81 Undang-undang Perlindungan Anak harus 
didahulukan dari Pasal 287 KUHPidana. 
 
F. Pengertian Anak 
Dalam hukum nasional Indonesia  terdapat berbagai macam 
definisi  mengenai  anak, karena dalam tiap perundang-undangan  diatur 
kriteria tersendiri mengenai pengertian anak. Hal itu dapat dilihat pada 
beberapa perumusan sebagai berikut: 
1. Pengertian anak berdasarkan KUH Perdata Pasal 330: yang belum 
dewasa adalah adalah mereka yang belum mencapai umur genap 
dua puluh satu tahun dan tidak kawin sebelunya.  
2. KUHP pun mengatur mengenai batasan umur anak yaitu dalam 
Pasal 45 yang memberikan batasan umur anak adalah 16 tahun, 
jika anak dibawah umur 16 tahun terlibat dalam perkara pidana 
maka anak tersebut hanya dikembalikan kepada orang tuanya, 
walinya atau pemeliharanya tanpa dijatuhi sanksi pidana. Namun 
ketentuan ini  sudah tidak berlaku dengan lahirnya UU No. 3 Tahun 
1997 Tentang Pengadilan Anak 
3. Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan juga 
menjelaskan mengenai anak, meskipun secara tidak langsung 
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mengatur tentang masalah kapan seseorang digolongkan sebagai 
anak. Namun dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan 
syarat perkawinan bagi seseorang yang belum mencapai usia 21 
tahun harus mendapat izin dari kedua orang tua.Begitu pula dalam 
Pasal 7 ayat (1) yang memuat batas minimum untuk dapat kawin 
bagi pria adalah 19 tahun bagi wanita 16 tahun.Berdasarkan pasal 
tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-undang No. 1 
tahun 1974 tentang Perkawinan ditentukan batas sudah dewasa 
atau belum dewasa adalah 16 dan 19 tahun. 
4. Undang-undang No. 4 tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak 
Pasal 1 ayat (2) memberikan pengertian Anak adalah seseorang 
yang  belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum 
pernah kawin 
5. Menurut UU No. 3 TAHUN 1997 Tentang Pengadilan Anak 
Pasal 1 angka1 Anak adalah orang yang dalam perkara Anak 
Nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun tetapi belum 
mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin  
6. Undang-undang No.39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 
Pasal 1 ayat (5) juga memberikan pengertian :Anak adalah setiap 
manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 
belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan 
apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya 
7. Undang-undang No. 23 tahun 2002 tetang Perlindungan Anak 
Pasal 1 ayat (1) memberikan pengertianAnak adalah seseorang 
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yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak    
yang ada didalam kandungan. 
8. Menurut UU RI No.21 tahun 2007 ttg Pemberantasan Tindak 
Pidana Perdagangan Orang Pasal 1 angka 5, Anak adalah 
seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 
anak yang masih dalam kandungan.  
9. Menurut UU No.44 thn 2008 ttg Pornografi Pasal 1 angka 4 Anak 
adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. 
Mengingat bahwa dalam penelitian ini yang dikaji adalah anak 
sebagai korban maka pengertian dan Undang-undang yang tepat adalah 
Undang-undang Perlindungan Anak.  
Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilakukan sedini mungkin 
yakni sejak di dalam kandungan sampai anak berusia 18 tahun. 
Berdasarkan dari konferensi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh 
dan komprehensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan 
perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut: 
a.   Nondiskriminasi 
b.   Kepentingan yang terbaik untuk anak 
c.   Hak untuk hidup, kelangsungan dan perkembangan anak. 
d.   Penghargaan terhadap anak. 
Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan 
anak,perlu peran masyarakat, organisasi masyarakat, organisasi sosial, 
dunia usaha media massa atau lembaga pendidikan yang 
diperdagangkan, anak korban kekerasan seksual yang menjadi korban 
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penyalahgunaan narkotika, alkohol, peikotropika, anak korban penculikan 
penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik maupun 
mental, anak yang menyandang cacat anak korban perlakuan salah dan 
penelantaran. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
 
A. Jenis Penelitian 
 Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
metode yuridis normatif, yaitu pendekatan yang menggunakan konsep 
legis positivis yang menyatakan bahwa hukum adalah identik dengan 
norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga-
lembaga atau pejabat yang berwenang. Selain itu konsep ini juga 
memandang hukum sebagai sistem normatif yang bersifat otonom, 
tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat.  
 
B. Sumber Bahan Hukum 
Sumber bahan hukum yang dibutuhkan berupa : 
1. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang bersumber dari 
peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan 
hukum Perlindungan Anak yaitu : 
a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUH Pidana) 
b) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak 
c) Putusan pengadilan Negeri Limboto dengan perkara pidana 
Nomor 36/Pid.B/ 2013/ PN. LBT.  
2. Bahan hukum sekunder yaitu yaitu bahan-bahan yang 
bersumber dari pendapat ilmiah para sarjana dan buku-buku 
literatur yang berkaitan tentang perlindungan anak. 
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C. Tehnik Pengumpulan Data 
1. Bahan Hukum Primer 
Bahan hukum primer diperoleh dengan cara mengumpulkan 
menginventarisasi peraturan perundang-undangan yang berlaku 
dan disesuaikan dengan pokok permasalahan yang dikaji. 
2. Bahan Hukum Sekunder 
Bahan hukum tersier diperoleh dengan cara melakukan 
inventarisasi terhadap buku literatur, dokumen, artikel, dan 
berbagai bahan yang telah diperoleh, dicatat kemudian 
dipelajari berdasarkan relevansi-relevansinya dengan pokok 
permasalahan yang diteliti yang selanjutnya dilakukan 
pengkajian sebagai satu kesatuan yang utuh. 
 
D. Teknik Penyajian Bahan Hukum 
 Bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dipaparkan 
dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis mengikuti alur 
sistematika pembahasan. Dalam arti keseluruhan data yang diperoleh 
kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan pokok 
permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. 
 
E. Teknik Analisis Bahan Hukum 
 Bahan hukum  yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskripsi 
kualitatif, yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan merangkai 
data yang telah diperoleh dan disusun sistematis, kemudian ditarik 
kesimpulan. Dan kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara 
41 
berpikir deduktif, yaitu dengan cara berpikir yang mendasar pada hal-hal 
yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus untuk 
menjawab rumusan masalah yang ada. 
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BAB IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan 
terhadap Tindak Pidana Pemerkosaan Anak dalam Perkara 
Pidana Nomor. 36/Pid.B/ 2013/ PN. 
1. Posisi Kasus  
 Putusan pidana No.346/Pid.B/2013/PN.LBT tentang sebuah kasus 
mengenai Delik Pemerkosaan Anak yang dilakukan oleh seorang pria 
bernama Faisal Gobel alias Faisal, awalnya Faisal Gobel alias Faisal yang 
memiliki hubungan pacaran dengan saksi korban Mey Umar alias Mey 
yang masih berusia 16 (Enam belas) tahun sedang duduk-duduk sambil 
bercerita  di dalam rumah, tepatnya di Perumahan Asrama Polisi di Desa 
Tabongo Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo. Kemudian tidak 
lama setelah  mereka bercerita terdakwa tiba-tiba masuk kedalam kamar 
dan memanggil saksi korban untuk masuk kedalam kamar, dan atas 
panggilan terdakwa tersebut maka saksi korban menolak untuk masuk 
kedalam kamar, kemudian terdakwa keluar dan mendekati saksi korban 
dan berkata “kalau kamu tidak mau masuk kedalam kamar saya akan 
pukul kamu dan berteriak”, meski dengan perkataan tersebut saksi korban 
tetap diam dan tidak mau masuk ke dalam kamar mengikuti terdakwa.  
Melihat sikap saksi korban yang tetap terdiam maka terdakwa memukul 
pipi sebelah kiri dan kanan saksi korban dengan kedua tangan terdakwa. 
Selanjutnya terdakwa menarik tangan saksi korban dengan memaksa 
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saksi korban untuk masuk kedalam kamar,setelah masuk di dalam kamar 
saksi korban hanya terdiam dan terdakwa membaringkannya diatas tikar 
di dalam kamar, kemudian awalnya tersangka hendak membuka celana 
dan celana dalamnya dilanjutkan dengan membuka celana dalam saksi 
korban, namun saksi korban menahan tangan terdakwa, lalu terdakwa 
berkata “saya akan bertanggung jawab dan akan menikahimu dan saya 
akan membelikanmu handphone,baju dan sendal” mendengar perkataan  
terdakwa tersebut maka saksi korban melepaskan genggaman tangannya 
pada tangan terdakwa, dan terdakwa langsung membuka celana dan 
celana dalam saksi korban. 
 Melihat celana dan celana dalam saksi korban yang sudah terlepas 
dari tubuhnya, kemudian terdakwa melepas celana dan celana dalam 
yang dia kenakan, lalu saksi korban membuka sendiri bajunya dan 
terdakwa lalu meremas-remas buah dada (payudara) saksi korban, lalu 
kemaluan (penis) terdakwa yang sudah tegang lurus kedepan (ereksi) 
diarahkan kepada kemaluan (vagina) saksi korban lalu terdakwa 
memasukkan kemaluannya (penis) kedalam kemaluan (vagina) saksi 
korban. Kemudian terdakwa menggoyangkan pinggulnya turun naik pada 
saksi korban hingga terdakwa akan mencapai klimaksnya (orgasme), 
ketiaka akan mencapai klimaks(orgasme) terdakwa langsung mencabut 
kemaluannya(penis) dari kemaluan (vagiana) saksi korban dan 
menumpahkan cairan air maninya (sperma) diluar kemaluan (vagiana) 
saksi korban, setelah itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban “saya 
akan bertangguang jawab dan menikahimu” 
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 Peristiwa kedua kemudian terjadi pada hari rabu diamana 
mengenai tanggal dan bulan yang sudah tidak diingat lagi pada tahun 
2012 tersebut, saksi korban diajak jalan oleh terdakwa ke jalanan di Desa 
dunggala Kecamatamn batudaa Kabupaten Gorontalo, sesampainya 
ditengah jalan terdakwa membaringkan saksi korban diatas beton, 
kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya dan celana 
dan celana dalam saksi korban lalu tanpa perkataan apapun kemaluan 
(penis) terdakwa yang sudah tegang (ereksi) langsung dimasukkan 
kedalam kemaluan (vagiana) saksi korban dan terdakwa menggerakkan 
pinggulnya turun naik sampai hampir mencapai klimaks (orgasme) dan 
kemudian terdakwa mencabut kemaluannya (penis) dan 
menumpahkannya diluar dari kemaluan (vagiana) saksi korban, setelah itu 
terdakwa berkata pada saksi korban “aku akan bertanggung jawab dan 
menikahimu”. Dan perbuatan ketiga kalinya terulang lagi di tempat yang 
diamana pertamakali terdakwa memperkosa saksi korban yaitu di 
Perumahan Asrama Polisi di Desa Tabongo Kecamatan Tabongo 
Kabupaten Gorontalo. 
 Kemudian Pada hari sabtu pada tanggal 03 November 2012 sekitar 
pukul 09.00 terdakwa mengajak saksi korban berjalan-jalan menggunakan 
bentor (becak motor), sesampainya di Terminal Telaga, saksi korban 
diajak turun dari bentor dan diajak naik mobil kendaraan umum ke 
Terminal Isimu, sesampainya di Terminal Isimu lalu saksi korban diajak ke 
Kecamatan Popayato dengan mengganti mobil yang menuju Kecamatan 
Popayato, setiba disana tepatnya di rumah tante terdakwa saksi korban 
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disetubuhi lagi oleh terdakwa sebanyak satu kali dengan cvara 
sebagaimana pertamakali dilakukan oleh terdakwa, karena belum puas 
makan terdakwa mengajak saksi korban lagi ke Kecamatan Lemito 
tepatnya di rumah kakak tiri dari terdakwa. Dan dirumah tersebut terdakwa 
menyetubuhi saksi korban sebanyak empat kali dengan cara yang sama 
seperti pertamakali yang dilakukan oleh terdakiwa. 
2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
 Kasus perkara Delik Pemerkosaan  Anak dengan nomor register 
perkara 30/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 25 Februari 2013 dan surat 
pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor: B-
291/R.5.10/Euh.2/02/2013 tanggal 25 Februari 2013,  yang dilakukan oleh 
terdakwa Faisal Gobel alia Faisal oleh Jaksa Penuntun Umum didakwa 
dalam bentuk dakwaan alternatif. Dakwaan yang di dakwakan ialah: 
DAKWAAN: 
KESATU: 
PRIMAIR: 
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEL alias Faisal pada hari Sabtu 
tanggal 06 Oktober tahun 2012 sekitar jam 22.00 wita, dan pada hari dan 
tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2012 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain pada bulan hingga Desember tahun 2012 atau 
setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Desa Tabongo Timur 
Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo tepatnya di Perumahan Aspol 
Polsek Batudaa dan bertempat di Desa Dunggala Kec. Batudaa 
Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, 
Dengan Sengaja melakukan Kekerasaan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain 
yakni saksi korban Mey Umar alias Mey, yang ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita, 
bertempat di Desa Tabongo Kec. Tabongo Kab. Gorontalo tepatnya di 
Perumhan Aspol Polsek Batudaa, saksi korban dan terdakwa sedang 
duduk-duduk sambil bercerita didalam rumah karena saksi korban dan 
terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian terdakwa masuk 
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kedalam kamar, panggilan terdakwa tersebut, saksi korban menolaknya 
kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "kalau 
ngana tidak mau masuk kedalam kamar saya mopukul ngana dan saya 
akan teriak" artinya " kalau kami tidak mau masuk kedalam kamar saya 
akan pukul kamu dan akan teriak", perkataan terdakwa tersebut tidak 
mengubah kemauan saksi korban untuk mengikuti terdakwa, melihat saksi 
korban hanya diam, lalu terdakwa memukul pipi sebelah kiri dan kanan 
saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya menarik 
tangan saksi korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar, saksi 
korban hanyak diam, lalu terdakwa hanya membaringkan tubuh saksi 
korban diatas karpet / tikar, dan kemudian terdakwa hendak membuka 
celana dan celana dalam saksi korban, namuk saksi korban menahan 
tangan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya 
akan bertanggung jawab dan akan menikah dengan kamu, dan saya akan 
belikan kamu handphone, baju dan sandal, mendengar perkataan 
terdakwa lalu saksi korban melepaskan pegangan tangannya dan 
terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban.  
- bahwa selanjutnya melihat celana dan celana dalam saksi korban telah 
terbuka, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang lurus 
kedepan (berdiri) kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa 
mengoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga terdakwa akan 
mencapai klimaksnya, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya 
dan menumpahkan mani terdakwa diluar kemaluan saksi korban, setelah 
itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan bertanggung 
jawab dan akan menikahimu".  
- bahwa peristiwa yang kedua kalinya pada hari rabu tanggal dan bulan 
yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, tahun 2012, saksi korban 
diajak kejalan Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, 
sesampainnya dijalan tersebut, terdakwa membaringkan tubuh saksi 
korban diatas beton lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam 
saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya 
lalu tanpa perkataan apapun terdakwa langsung memasukan 
kemaluannya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban lalu 
menggoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga mencapai klimaks dan 
terdakwa menumpahkan air maninya diluar kemaluan saksi korban, 
setelah puas lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikahimu"  
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya bertempat di tempat yang pertama 
dengan cara yang sama seperti pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi 
korban.  
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 november 2012 sekitar 
jam 09.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan 
menggunakan bentor, sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak 
turun dari bentor dan diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, 
sesampainya diterminal isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju 
ke kecamatan popayata dengan mengganti mobil angkutan arah ke 
popayato, ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi korban, dan 
sesampai di Popayato, tepatnya dirumah tante dari terdakwa, saksi 
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korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara 
sebagaimana perbuatan persetubuhan pertama saksi antara saksi korban 
dan terdakwa, belum merasakan puas, kemudian terdakwa membawa lagi 
saksi korban ke Kecamatan Lemito tepatnya dirumah kakak tiri dari 
terdakwa dan dirumah tersebut saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 4 
(empat) kali dengan cara seperti persetubuhan pertama kali terjadi.  
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi korban 
terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai dengan 
Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 November 
2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani oleh Dr. IGK 
Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan koma 
kosong enam. 
 
Kesimpulan;  
Robekanya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang 
kemaluan; 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat 
(1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 
SUBSIDAIR:  
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEK alias Faisal pada hari sabtu 
tanggal 06 Oktober tahun 2012 sekitar jam 22.00 wita, dan pada hari dan 
tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagu tahun 2012 atau setidak-
tidaknya pada waktu lain pada bulan hingga Desember tahun 2012 atau 
setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Desa Tobongo Timur 
Kecamatan Tobongo Kebupaten Gorontalo tepatnya di Perumahan Aspol 
Polsek Batudaa dan bertempat di Desa Dunggala Kec. Batudaa 
Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, 
dengan Sengaj melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
yakni saksi korban Mey Umar untuk melkukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara 
antara lain sebagai berikut:  
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 wita, 
bertempat di Desa Tabongo Kec. Tabongo Kab. Gorontalo tepatnya di 
Perumahan Aspol Polsek Batudaa, saksi korban dan terdakwa sedang 
duduk-duduk sambil bercerita didalam rumah karena saksi korban dan 
terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian terdakwa masuk kedalam 
kamar, panggilan terdakwa tersebut, saksi korban menolaknya kemudian 
terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "kalau ngana tidak 
mau masuk kedalam kamar saya mopukul ngana dan saya akan teriak" 
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artinya " kalau kami tidak mau masuk kedalam kamar saya akan pukul 
kamu dan akan teriak", perkataan terdakwa tersebut tidak mengubah 
kemauan saksi korban untuk mengikuti terdakwa, melihat saksi korban 
hanya diam, lalu terdakwa memukul pipi sebelah kiri dan kanan saksi 
korban dengan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya menarik tangan 
saksi korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar, saksi korban 
hanyak diam, lalu terdakwa hanya membaringkan tubuh saksi korban 
diatas karpet / tikar, dan kemudian terdakwa hendak membuka celana dan 
celana dalam saksi korban, namuk saksi korban menahan tangan 
terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikah dengan kamu, dan saya akan 
belikan kamu handphone, baju dan sandal, mendengar perkataan 
terdakwa lalu saksi korban melepaskan pegangan tangannya dan 
terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban.  
- bahwa selanjutnya melihat celana dan celana dalam saksi korban telah 
terbuka, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang lurus 
kedepan (berdiri) kedalam kemaluan saksi korban, kemudian terdakwa 
mengoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga terdakwa akan 
mencapai klimaksnya, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya 
dan menumpahkan mani terdakwa diluar kemaluan saksi korban, setelah 
itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan bertanggung 
jawab dan akan menikahimu".  
- bahwa peristiwa yang kedua kalinya pada hari rabu tanggal dan bulan 
yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, tahun 2012, saksi korban 
diajak kejalan Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, 
sesampainnya dijalan tersebut, terdakwa membaringkan tubuh saksi 
korban diatas beton lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam 
saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya 
lalu tanpa perkataan apapun terdakwa langsung memasukan 
kemaluannya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban lalu 
menggoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga mencapai klimaks dan 
terdakwa menumpahkan air maninya diluar kemaluan saksi korban, 
setelah puas lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikahimu"  
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya bertempat di tempat yang pertama 
dengan cara yang sama seperti pertama kali terdakwa menyetubuhi saksi 
korban.  
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 november 2012 sekitar 
jam 09.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan 
menggunakan bentor, sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak 
turun dari bentor dan diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, 
sesampainya diterminal isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju 
ke kecamatan popayata dengan mengganti mobil angkutan arah ke 
popayato, ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi korban, dan 
sesampai di Popayato, tepatnya dirumah tante dari terdakwa, saksi 
korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara 
sebagaimana perbuatan persetubuhan pertama saksi antara saksi korban 
dan terdakwa, belum merasakan puas, kemudian terdakwa membawa lagi 
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saksi korban ke Kecamatan Lemito tepatnya dirumah kakak tiri dari 
terdakwa dan dirumah tersebut saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 4 
(empat) kali dengan cara seperti persetubuhan pertama kali terjadi.  
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi korban 
terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai dengan 
Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 November 
2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani oleh Dr. IGK 
Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan koma 
kosong enam. 
 
Kesimpulan;  
Robekanya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang 
kemaluan; 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 ayat 
(1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
                           A T A U 
KEDUA: 
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEL alias Faisal pada hari Sabtu 
tanggal 03 November tahun 2012 sekitar jam 09.00 wita, bertempat di 
Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam 
daerah hukum pengadilan Negeri Limboto. Telah Melarikan Perempuan 
yang Belum Dewasa yakni Mey Umar tidak dengan kemauan orang 
tuanya atau walinya yakni Pr. Jamsah Karim, tetapi dengan kemauan 
Perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu 
baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan dengan 
cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut. diatas, awalnya 
terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menggunakan bentor 
tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua saksi korban yakni Kartin Idris, 
sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak turun dari bentor dan 
diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, sesampainya diterminal 
isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kecamatan popayata 
dengan mengganti mobil angkutan arah ke popayato, ajakan terdakwa 
tersebut disetujui oleh saksi korban, dan sesampai di Popayato, tepatnya 
dirumah tante dari terdakwa, saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 
sebanyak 1 (satu) kali dengan cara sebagaimana perbuatan persetubuhan 
pertama saksi antara saksi korban dan terdakwa, belum merasakan puas, 
kemudian terdakwa membawa lagi saksi korban ke Kecamatan Lemito 
tepatnya dirumah kakak tiri dari terdakwa dan dirumah tersebut saksi 
korban disetubuhi oleh terdakwa 4 (empat) kali dengan cara seperti 
persetubuhan pertama kali terjadi.  
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- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi korban 
terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai dengan 
Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 November 
2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani oleh Dr. IGK 
Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum 
Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan koma 
kosong enam. 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 332 Ayat 
1 ke-1 KUHP. 
 Untuk  membuktikan dakwaanya, maka Penuntut Umum di 
persidangan mengajukan alat bukti berupa 1 lembar surat pernyataan 
terdakwa  dan juga surat berupa hasil visum Et Repertum dari Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. M.M. Dunda Limboto Gorontalo  yang telah di sita 
secara sah karena dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian. 
Berdasarkan dakwaan Penuntut Umum tersebut disertai dengan alat bukti 
dan barang bukti yang ada maka terdakwa di tuntut dengan  Pasal 28 ayat 
1 No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan 
persidangan dikaitkan dengan pembuktia unsur dakwaan, maka menurut 
Jaksa Penuntut Umum dakwaan alternatif yang didakwakan kepada 
terdakwa tersebut dinyatakan terbukti yaitu melanggar Pasal 28 ayat 1 
Undang-uandang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, 
dengan unsur-unsur:    
 
a. Unsur "setiap orang" 
       Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan 
selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yang 
didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa 
FAISAL GOBEL alias FAISAL di persidangan membernarkan bahwa 
dirinya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat 
dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai 
dalam surat dakwaan Penuntuk Umum. Bahwa terdakwa juga mengaku 
dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani serta tidak terganggu jiwanya, 
sehingga terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab 
atas perbuatannya bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi 
menurut hukum. 
 
b. Unsur. " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan 
atau dengan orang lain" 
      Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur mengenai 
keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan suatu 
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tindak pidana sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, yang 
dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya yakni 1. 
Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, 2. Kesengajaan sebagai 
kepastian dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.  
      Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa anak adalah cara atau keadaan yang 
mempengaruhi / mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa anak 
guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut. Adapun 
pengertian kekerasan dalan penjelasan pasal 31 ayat 1 huruf d UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlakuan 
kekerasan dicontohkan seperti perbuatan melukai dan atau mencederai 
anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial, sedangkan 
ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau 
perilaku tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan 
kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak 
tersebut terpaksa mengikuti kemauan orang yang mengancamnya.  
bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif sehingga salah 
satu cara telah terbukti maka unsur ini terpenuhi juga. 
 
3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum 
 Tuntutan Jaksa Penuntut Umum dalam Nomor Register: 
30/Pen.Pid/2013/PN.LBT tertanggal 25 Februari 2013  yang pada intinya 
meminta majelis Hakim pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan 
mengadilli perkara ini memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa FAISAL GOBEL alias Faisal bersalah 
melakukan tindak pidana "perlindungan anak" sebagaimana 
diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang 
Nomoe 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam surat 
Dakwaan Alternatif Kesatu subsidair kami 
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa Faisal GOBEL alias 
faisal dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun diruangi 
selama terdakwa menjalani tahanan sementara dan Denda 
Sebesar Rp.60.000.000 subsidair 3 (tiga) bulan kurungan. 
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar 
Rp.1500,- (seribu lima ratus rupiah). 
 
4. Pertimbangan Hukum Hakim. 
Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan 
dakwaan Jaksa Penuntut Umum, keterangan para saksi yang hadir 
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dsalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan 
objektif seseorang dapat dipidana.  
Hal-hal yang yang menjadi pertimbangan hakim dalam 
menjatuhkan putusan terhadap perkara tersebut : 
1. 1.Mempertimbangkan bahwa kejadian tersebut terjadi pada 
Sabtu 6 Oktober 2013. 
2. 2.Bahwa terdakwa dalam melakukan keinginanya untuk 
menyetubuhi korban Mey Umar alias Mey dilakukan dengan 
paksaan. 
3. 3.Hakim mempertimbangkan berkas perkara atas nama 
terdakwa. 
4. 4.Hakim mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dalam 
persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa. 
5. 5.Bahwa hakim mempertimbangkan tuntutan Jaksa Penuntut 
Umum dengan nomor registrasi 30/Pen.Pid/2013/PN.LBT 
tertanggal 25 Februari 2013  . 
6. 6.Hakim mempertimbangkan bahwan atas dakwaan Penuntut 
Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan. 
7. 7.Hakim mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi yang 
telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada 
pokoknya menerangkan: 
 
Dakwaan Kesatu: 
PRIMAIR: 
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEL alias Faisal pada hari 
Sabtu tanggal 06 Oktober tahun 2012 sekitar jam 22.00 wita, dan pada 
hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagi tahun 2012 atau 
setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan hingga Desember tahun 
2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Desa Tabongo 
Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo tepatnya di Perumahan 
Aspol Polsek Batudaa dan bertempat di Desa Dunggala Kec. Batudaa 
Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, 
Dengan Sengaja melakukan Kekerasaan atau ancaman kekerasan 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain 
yakni saksi korban Mey Umar alias Mey, yang ada hubungannya 
sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan 
berlanjut, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 
wita, bertempat di Desa Tabongo Kec. Tabongo Kab. Gorontalo tepatnya 
di Perumhan Aspol Polsek Batudaa, saksi korban dan terdakwa sedang 
duduk-duduk sambil bercerita didalam rumah karena saksi korban dan 
terdakwa menjalin hubungan pacaran, kemudian terdakwa masuk 
kedalam kamar, panggilan terdakwa tersebut, saksi korban menolaknya 
kemudian terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "kalau 
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ngana tidak mau masuk kedalam kamar saya mopukul ngana dan saya 
akan teriak" artinya " kalau kami tidak mau masuk kedalam kamar saya 
akan pukul kamu dan akan teriak", perkataan terdakwa tersebut tidak 
mengubah kemauan saksi korban untuk mengikuti terdakwa, melihat saksi 
korban hanya diam, lalu terdakwa memukul pipi sebelah kiri dan kanan 
saksi korban dengan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya menarik 
tangan saksi korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar, saksi 
korban hanyak diam, lalu terdakwa hanya membaringkan tubuh saksi 
korban diatas karpet / tikar, dan kemudian terdakwa hendak membuka 
celana dan celana dalam saksi korban, namuk saksi korban menahan 
tangan terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya 
akan bertanggung jawab dan akan menikah dengan kamu, dan saya akan 
belikan kamu handphone, baju dan sandal, mendengar perkataan 
terdakwa lalu saksi korban melepaskan pegangan tangannya dan 
terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban.  
- bahwa selanjutnya melihat celana dan celana dalam saksi korban 
telah terbuka, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang 
lurus kedepan (berdiri) kedalam kemaluan saksi korban, kemudian 
terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga terdakwa akan 
mencapai klimaksnya, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya 
dan menumpahkan mani terdakwa diluar kemaluan saksi korban, setelah 
itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan bertanggung 
jawab dan akan menikahimu".  
- bahwa peristiwa yang kedua kalinya pada hari rabu tanggal dan 
bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, tahun 2012, saksi 
korban diajak kejalan Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, 
sesampainnya dijalan tersebut, terdakwa membaringkan tubuh saksi 
korban diatas beton lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam 
saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya 
lalu tanpa perkataan apapun terdakwa langsung memasukan 
kemaluannya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban lalu 
menggoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga mencapai klimaks dan 
terdakwa menumpahkan air maninya diluar kemaluan saksi korban, 
setelah puas lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikahimu"  
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya bertempat di tempat yang 
pertama dengan cara yang sama seperti pertama kali terdakwa 
menyetubuhi saksi korban.  
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 november 2012 
sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan 
menggunakan bentor, sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak 
turun dari bentor dan diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, 
sesampainya diterminal isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju 
ke kecamatan popayata dengan mengganti mobil angkutan arah ke 
popayato, ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi korban, dan 
sesampai di Popayato, tepatnya dirumah tante dari terdakwa, saksi 
korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara 
sebagaimana perbuatan persetubuhan pertama saksi antara saksi korban 
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dan terdakwa, belum merasakan puas, kemudian terdakwa membawa lagi 
saksi korban ke Kecamatan Lemito tepatnya dirumah kakak tiri dari 
terdakwa dan dirumah tersebut saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 4 
(empat) kali dengan cara seperti persetubuhan pertama kali terjadi.  
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi 
korban terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 
November 2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani 
oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan  
koma kosong enam. 
Kesimpulan robekanya selaput dara karena masuknya benda 
tumpul kedalam lubang kemaluan; 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 
ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 
SUBSIDAIR:  
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEK alias Faisal pada hari 
sabtu tanggal 06 Oktober tahun 2012 sekitar jam 22.00 wita, dan pada 
hari dan tanggal serta bulan yang sudah tidak diingat lagu tahun 2012 
atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada bulan hingga Desember tahun 
2012 atau setidak-tidaknya pada tahun 2012, bertempat di Desa Tobongo 
Timur Kecamatan Tobongo Kebupaten Gorontalo tepatnya di Perumahan 
Aspol Polsek Batudaa dan bertempat di Desa Dunggala Kec. Batudaa 
Kabupaten Gorontalo atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang 
masuk termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Limboto, 
dengan Sengaj melakukan kekerasan atau ancama kekerasan, memaksa, 
melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak 
yakni saksi korban Mey Umar untuk melkukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus 
dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan dengan cara 
antara lain sebagai berikut:  
 - Bahwa pada hari sabtu tanggal 6 Oktober 2012 sekitar jam 22.00 
wita, bertempat di Desa Tabongo Kec. Tabongo Kab. Gorontalo tepatnya 
di Perumahan Aspol Polsek Batudaa, saksi korban dan terdakwa sedang 
duduk-duduk sambil bercerita didalam rumah karena saksi korban dan 
terdakwa menjalin hubungan pacaran kemudian terdakwa masuk kedalam 
kamar, panggilan terdakwa tersebut, saksi korban menolaknya kemudian 
terdakwa mendekati saksi korban dan mengatakan "kalau ngana tidak 
mau masuk kedalam kamar saya mopukul ngana dan saya akan teriak" 
artinya " kalau kami tidak mau masuk kedalam kamar saya akan pukul 
kamu dan akan teriak", perkataan terdakwa tersebut tidak mengubah 
kemauan saksi korban untuk mengikuti terdakwa, melihat saksi korban 
hanya diam, lalu terdakwa memukul pipi sebelah kiri dan kanan saksi 
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korban dengan kedua tangan terdakwa dan selanjutnya menarik tangan 
saksi korban masuk kedalam kamar, setelah didalam kamar, saksi korban 
hanyak diam, lalu terdakwa hanya membaringkan tubuh saksi korban 
diatas karpet / tikar, dan kemudian terdakwa hendak membuka celana dan 
celana dalam saksi korban, namuk saksi korban menahan tangan 
terdakwa, lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikah dengan kamu, dan saya akan 
belikan kamu handphone, baju dan sandal, mendengar perkataan 
terdakwa lalu saksi korban melepaskan pegangan tangannya dan 
terdakwa langsung membuka celana serta celana dalam saksi korban.  
- bahwa selanjutnya melihat celana dan celana dalam saksi korban 
telah terbuka, lalu terdakwa memasukan kemaluannya yang sudah tegang 
lurus kedepan (berdiri) kedalam kemaluan saksi korban, kemudian 
terdakwa mengoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga terdakwa akan 
mencapai klimaksnya, terdakwa langsung mengeluarkan kemaluannya 
dan menumpahkan mani terdakwa diluar kemaluan saksi korban, setelah 
itu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan bertanggung 
jawab dan akan menikahimu".  
- bahwa peristiwa yang kedua kalinya pada hari rabu tanggal dan 
bulan yang sudah tidak diingat lagi dengan pasti, tahun 2012, saksi 
korban diajak kejalan Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gorontalo, 
sesampainnya dijalan tersebut, terdakwa membaringkan tubuh saksi 
korban diatas beton lalu terdakwa membuka celana dan celana dalam 
saksi korban, kemudian terdakwa membuka celana dan celana dalamnya 
lalu tanpa perkataan apapun terdakwa langsung memasukan 
kemaluannya yang sudah tegang dalam kemaluan saksi korban lalu 
menggoyang-goyang pinggulnya turun naik hingga mencapai klimaks dan 
terdakwa menumpahkan air maninya diluar kemaluan saksi korban, 
setelah puas lalu terdakwa mengatakan kepada saksi korban "saya akan 
bertanggung jawab dan akan menikahimu"  
- Bahwa perbuatan ketiga kalinya bertempat di tempat yang 
pertama dengan cara yang sama seperti pertama kali terdakwa 
menyetubuhi saksi korban.  
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 03 november 2012 
sekitar jam 09.00 wita, terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan 
menggunakan bentor, sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak 
turun dari bentor dan diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, 
sesampainya diterminal isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju 
ke kecamatan popayata dengan mengganti mobil angkutan arah ke 
popayato, ajakan terdakwa tersebut disetujui oleh saksi korban, dan 
sesampai di Popayato, tepatnya dirumah tante dari terdakwa, saksi 
korban disetubuhi oleh terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara 
sebagaimana perbuatan persetubuhan pertama saksi antara saksi korban 
dan terdakwa, belum merasakan puas, kemudian terdakwa membawa lagi 
saksi korban ke Kecamatan Lemito tepatnya dirumah kakak tiri dari 
terdakwa dan dirumah tersebut saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 4 
(empat) kali dengan cara seperti persetubuhan pertama kali terjadi.  
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- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi 
korban terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 
November 2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani 
oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan 
koma kosong enam. 
Kesimpulannya robekanya selaput dara karena masuknya benda 
tumpul kedalam lubang kemaluan; 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 
ayat (1) UU Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
                           A T A U 
Dakwaan Kedua: 
-------Bahwa ia terdakwa FAISAL GOBEL alias Faisal pada hari 
Sabtu tanggal 03 November tahun 2012 sekitar jam 09.00 wita, bertempat 
di Desa Tabongo Timur Kecamatan Tabongo Kabupaten Gorontalo atau 
setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk termasuk dalam 
daerah hukum pengadilan Negeri Limboto. Telah Melarikan Perempuan 
yang Belum Dewasa yakni Mey Umar tidak dengan kemauan orang 
tuanya atau walinya yakni Pr. Jamsah Karim, tetapi dengan kemauan 
Perempuan itu sendiri dengan maksud akan mempunyai perempuan itu 
baik dengan nikah maupun tidak dengan nikah, yang dilakukan dengan 
cara antara lain sebagai berikut:  
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut. diatas, 
awalnya terdakwa mengajak saksi korban untuk jalan-jalan menggunakan 
bentor tanpa seijin dan sepengetahuan orang tua saksi korban yakni 
Kartin Idris, sesampainya di terminal telaga, saksi korban diajak turun dari 
bentor dan diajak naik kendaraan menuju ke terminal isimu, sesampainya 
diterminal isimu, terdakwa mengajak saksi korban menuju ke kecamatan 
popayata dengan mengganti mobil angkutan arah ke popayato, ajakan 
terdakwa tersebut disetujui oleh saksi korban, dan sesampai di Popayato, 
tepatnya dirumah tante dari terdakwa, saksi korban disetubuhi oleh 
terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dengan cara sebagaimana perbuatan 
persetubuhan pertama saksi antara saksi korban dan terdakwa, belum 
merasakan puas, kemudian terdakwa membawa lagi saksi korban ke 
Kecamatan Lemito tepatnya dirumah kakak tiri dari terdakwa dan dirumah 
tersebut saksi korban disetubuhi oleh terdakwa 4 (empat) kali dengan cara 
seperti persetubuhan pertama kali terjadi.  
- bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, kemaluan saksi 
korban terasa sakit dan selaput dara mengalami robekan. Hal ini sesuai 
dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 
November 2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani 
oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
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⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan 
koma kosong enam. 
-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 
332 Ayat 1 ke-1 KUHP. 
 
        Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum 
tersebut, terdakwa tidak mengajukan Eksepsi; 
       Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar 
keterangan saksi-saksi yaitu: 
1. Saksi MEY UMAR alias MEYdibawah sumpah didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
  - Bahwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan terdakwa telah 
menyetubuhi dan membawa lari saksi dari Desa Teratai Kec. Tabongo 
Kab. Gotontalo menuju rumah keluarga di Marisa Kab.Pohuwato:  
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 03 November 
2013 sekitar jam 10.00 wita: 
  - Bahwa cara terdakwa membawa lari saksi waktu itu dimana saksi diajak 
jalan-jalan dengan menggunakan motornya dan sebelum saksi diajak 
jalan-jalan oleh terdakwa, saksi ditelpon terlebih dahulu: 
  - Bahwa sebelum saksi disetubuhi oleh terdakwa di Marisa, saksi pernah 
disetubuhi oleh terdakwa ditempat tidur dirumah kost belakang Polsek 
sebanyak 1 (satu) kali dan diatas beton di Desa Dunggala Kec. Batudaa 
sebanyak 3 (tiga) kali 
  - bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi wakti ditempat tidur dirumah 
kost dibelakang polsek tersebut dimana terdakwa meraba-raba buah dada 
saksi lalu membuka celana saksi selanjutnya ia membuka celana yang 
dikenakannya lalu ia memasukan kemaluannya yang dalam keadaan 
tegang kelubang kemaluan saksi lalu menggoyang-goyangkan pantatnya 
  - Bahwa saksi disetubuhi oleh terdakwa pada waktu dirumah kost 
dibelakang polsek pada siang hari 
  - bahwa cara terdakwa menyetubuhi saksi waktu diatas beton di Desa 
Dunggala Kec. Batudaa tersebut yaitu sama seperti terdakwa 
menyetubuhi saksi waktu dirumah kost dibelakang Polsek, namuk diatas 
beton kejadinnya malam hari: 
  - bahwa saksi mau disetubuhi oleh terdakwa dirumah kost dibelakang 
polsek tersebut karena terdakwa janji mau bertanggung jawab; 
2. Saksi KARTIN IDRIS alias KARA,, dibawah sumpah didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
  - bahwa dihadapan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa 
telah membawa lari anak saksi yang bernama Mey Umar (korban) 
  - bahwa korban dibawa lari oleh terdakwa waktu itu dari Desa Teratai 
Kec. Batudaa Kab. Gorontalo menuju Kec.Lemito Kab. Pohuwato Prov. 
Gorontalo pada hari sabtu tanggal 03 November 2013 jam 19.00 wita: 
  - bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi waktu terdakwa 
membawa lari korban.  
58 
3. Saksi RONY UMAR alias BATU, , dibawah sumpah didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
  - bahwa dihadapan dipersidangan ini sehubungan dengan terdakwa 
telah membawa lari anak saksi bernama Mey Umar (korban)  
  - bahwa korban dibawa lari oleh terdakwa waktu itu dari desa teratai Kec. 
Batudaa Kab. Gorontalo menuju Kec.Lemito Kab. Pohuwato Prov. 
Gorontalo pada hari sabtu tanggal 03 november 2013 sekitar jam 19.00 
wita 
  - bahwa terdakwa tidak ada minta ijin kepada saksi waktu ia membawa 
lari korban 
4. Saksi WAHAB T. ASE alias WAHAB,dibawah sumpah didepan 
persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
  - bahwa dihadapan dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah 
membawa lari anak yang bernama Mey Umar 
  - bahwa saksi kenal dengan Mey Umar (korban) 
  - bahwa kaitan saksi dengan perkara ini sehubungan dengan saksi 
menerima laporan bahwa yang mana Mey Umar (korban) telah dibawa lari 
oleh orang lain yakni Faisal Gobel (terdakwa), dan saksi diperintahkan 
oleh Kapolsek untuk melakukan penangkapan 
  - bahwa waktu itu terdakwa berhasil ditangkap di Kabupaten Pohuwato. 
    Menimbang bawa telah pula membaca visum es Repertum Nomor: 
441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 november 2012 atas nama Mey Umar, 
yang dibuat dan ditandai tangani oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, SP.OG, 
dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda 
Limboto dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan koma 
kosong enam. 
 
Kesimpulan:  
Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang 
kemaluan 
       Menimbang bahwa tela pula membaca bukti surat berupa surat 
Kelahiran No.474.4/DTTBG/247/XII/2012, dimana dari bukti surat tersebut 
dapat disimpulkan bahwa saksi korban atas nama MEY UMAR adalah 
masih termasuk anak karena umurnya belum cukup 18 tahun:  
       Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengare keterangan 
terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: 
  - bahwa terdakwa dihadapkan dalam persidangan ini sehubungan 
dengan masalah membawa lari anak orang yang bernama Mey Umar 
(korban)  
  - bahwa terdakwa membawa lari Mey Umar (korban) yaitu pada hari 
sabtu tanggal 03 november 2012 sekitar jam 22.00 wita dan terdakwa 
bawa lati dari desa teratai kec. Tabongo kab. Gotontalo menuju kec. 
Popayato kab. Pohuwato 
  - bahwa terdakwa pacara dengan korban 
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  - bahwa terdakwa dilaporkan waktu itu karena terdakwa tidak minta ijin 
sama orang tua korban 
  - bahwa terdakwa mau menhemput korban kerumahnya waktu itu, tapi 
karena orang tuanya galak, akhirnya tidak jadi jemput 
  - bahwa terdakwa pacara dengan korban 1 (satu) bulan lebih 
  - bahwa terdakwa baru menyetubuhi korban setelah 2 minggu pacara 
dengan korban 
  - bahwa selama pacaran terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali 
menyetubuhi korban 
  - bahwa sebelum pacara korban mengaku janda anak satu 
  - bahwa terdakwa pertama kali menyetubuhi korban di asrama polsek 
batudaa 
  - bahwa terdakwa tidak menjemput korban waktu tiu tapi korban yang 
datang sendiri ke aspol karena rumahnya dekat dengan aspol 
  - bahwa pada waktu terdakwa menyetubuhi korban di asrama Polsek 
tersebut waktu itu malam minggu 
  - bahwa setelah korban sampai di asrama polsek, selanjutnya korban 
terdakwa rayu-rayu lalu terdakwa ajak masuk ke kamar, lalu terdakwa 
melepas celana pendek dan celana daam korban, lalu korban membuka 
bajunya sendiri kemudia terdakwa membuka celana dan baju lalu 
terdakwa remas-remas buah dada korban selanjutnya terdakwa 
memasukkan kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan korban dengan 
posisi terdakwa diatas dan kira-kira 5 (lima) menit sperma terdakwa keluar 
dan sperma terdakwa keluarkan didalam kemaluan korban 
   Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saki keterangan 
terdakwa dan bukti surat dipersidangan makan yang satu dengan lainnya 
saling bersesuaian, sehingga dapatlah diperolah fakta hukum sebagai 
berikut:  
  - bahwa benar terdakwa menyetubuhi korban Mey Umar 
  - bahwa benar kejadiannya pada hari sabtu tanggal 06 oktobrt 2012 
sekitar jam 22.00 wita, bertempat di desa tabongo timur kecamatan 
tabongo kab. Gorontalo tepatnya diperumahan aspol polsek batudaa dan 
bertempat di desa dunggala kec. Batudaa kabupaten gorontalo 
  - bahwa benar selama pacara terdakwa sudah 20 (dua puluh) kali lebih 
menyetubuhi korban 
  - bahwa benar terdakwa pertama kali menyetubuhi korban di asrama 
polsek batudaa dan pada waktu terdakwa menyetubuhi korban di asrama 
polse tersebut waktu itu malam minggu  
  - bahwa benar setelah korban sampai di asrama Polsek, selanjutnya 
korban terdakwa ajak masuk ke kamar, lalu terdakwa melepas celana 
pendek dan celana daam korban, lalu korban membuka bajunya sendiri 
kemudia terdakwa membuka celana dan baju lalu terdakwa remas-remas 
buah dada korban selanjutnya terdakwa memasukkan kemaluan terdakwa 
ke lubang kemaluan korban dengan posisi terdakwa diatas dan kira-kira 5 
(lima) menit sperma terdakwa keluar dan sperma terdakwa keluarkan 
didalam kemaluan korban 
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   Menimbang, bahwa selanjutnya majelis akan mempertimbangkan 
apakah berdasarikan fakta-fakta hukum tersebut diatas terdakwa dapat 
dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya 
   Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu 
tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memnuhi seluruh 
unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya: 
   Menimbang bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntut umum dengan 
dakwaan: 
KESATU: Primair: diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) UU No. 23 
Tahun 2002 
                Subsidair: diancam pidana dalam pasal 82 UU No.23 Tahun 
2002 
              ATAU 
KEDUA: diancam pidana dalam pasa 332 ayat (1) ke-1 KUHP 
   Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh penuntuk umum 
dengan dakwaan berbentuk kombinasi ( Subsidairitas-Alternatif), maka 
akan dipertimbangkan dakwaan yang bersesuaian dengan fakta hukum 
persidangan yaitu dakwaan Kesatu Primair: Pasal 81 Ayat (1) UU No. 23 
Tahun 2002, dengan unsur-unsur sebagai berikut:  
  1. Setiap orang 
  2. Degan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, 
memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan orang lain 
 
   Ad.1. Unsur "setiap orang" 
       Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah 
orang perorangan selaku subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, 
yang didakwa/dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana, yang dapat 
mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Bahwa terdakwa 
FAISAL GOBEL alias FAISAL di persidangan membernarkan bahwa 
dirinya orang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam surat 
dakwaan perkara ini, dengan identitas lengkap sebagaimana yang terurai 
dalam surat dakwaan Penuntuk Umum. Bahwa terdakwa juga mengaku 
dalam keadaan sehat jasmanai dan rohani seta tidak terganggu jiwanya, 
sehingga terdakwa dipandang mampu secara hukum bertanggung jawab 
atas perbuatannya:  
       Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi 
menurut hukum: 
   Ad.2. Unsur. " Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengan atau dengan 
orang lain" 
       Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah unsur 
mengenai keadaan atau gambaran bathin orang yang didakwa melakukan 
suatu tindak pidana sebelum atau pada saat melakukan perbuatannya, 
yang dalam doktrin hukum pidana dikenal 3 (tiga) bentuknya yakni 1. 
Kesengajaan sebagai maksud atau tujuan, 2. Kesengajaan sebagai 
kepastian dan 3. Kesengajaan sebagai kemungkinan.  
      Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, memaksa anak adalah cara atau keadaan yang 
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mempengaruhi / mendukung pelaku tindak pidana untuk memaksa anak 
guna melakukan perbuatannya terhadap anak tersebut. Adapun 
pengertian kekerasan dalan penjelasan pasal 31 ayat 1 huruf d UU No. 23 
Tahun 2002 tentang perlindungan anak menjelaskan bahwa perlakuan 
kekerasan dicontohkan seperti perbuatan melukai dan atau mencederai 
anak dan tidak semata-mata fisik tetapi juga mental dan sosial, sedangkan 
ancaman kekerasan adalah perkataan akan melakukan kekerasan atau 
perilaku tertentu yang apabila dilanjutkan akan menjadi suatu tindakan 
kekerasan yang menimbulkan rasa takut pada anak sehingga anak 
tersebut terpaksa mengikuti kemauan orang yang mengancamnya.  
       Menimbang, bahwa cara-cara tersebut diatas adalah bersifat alternatif 
sehingga salah satu cara telah terbukti maka unsur ini terpenuhi juga. 
       Menimbang bahwa yang dimaksud dengan anak menurut pasa 1 
angka 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah anak 
yang belum berusian 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam 
kandungan. 
       Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dari keterangan 
saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar terdakwa menyetubuhi 
saksi korban Mey Umar, kejadiannya pada hari sabtu tanggal 06 oktober 
tahun 2012 sekitar jam 22.00 wita bertempat di Desa Tabongo timur kec. 
Tabongo kab. Gorontalo tepatnya di perumahan Aspol Polsek Batudaa 
dan bertempat di Desa Dunggala Kec. Batudaa Kab. Gotontalo, bahwa 
benar terdakwa pertama kali menyetubuhi korban di asrama pilsek 
batudaa dan pada waktu itu terdakwa menyetubuhi korban di asrama 
polsek tersebut waktu itu malam minggu, bahwa setelah korban sampai di 
asrama polsek selanjutnya korban terdakwa ajak masuk ke kamar, lalu 
terdakwa melepas celana pendek dan celana dalam korban, lalu korban 
membuka bajunya sendiri kemudian terdakwa membuka celana dan baju 
terdakwa remas-remas buah dada korban selanjutnya terdakwa 
memasukan kemaluan terdakwa ke lubang kemaluan korban dengan 
posisi terdakwa diatas dan kira-kira 5 (lima) menit sperma terdakwa keluar 
dan sprema terdakwa keluarkan didalam kemaluan korban.  
       Menimbang bahwa fakta persidangan tersebut diatas bersesuaian 
dengan Visum Et Repertum Nomor: 441.6/RSU/90/XI/2012 tanggal 12 
November 2012 atas nama Mey Umar, yang dibuat dan ditandai tangani 
oleh Dr. IGK Alit Semarawisma, Sp.OG, dokter pemeriksa pada Rumah 
Sakit Umum Daerah Dr. M.M Dunda Limboto, dengan hasil pemeriksaan:  
⇒ Payudara : tidak membesar 
⇒ Putting susu: tidak menghitam 
⇒ Rahum: tidak membesar 
⇒ Selaput Dara: Robekan jam kosong tujuh koma kosong sembilan koma 
kosong enam. 
 
Kesimpulan: 
Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang 
kemaluan. 
       Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas, 
maka unsur ini telah terpenuhi.  
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       Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan 
tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-
unsur dari pasal dakwaan KESATU primair Penuntut Umum sehingga 
dakwaan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut, maka majelis 
berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan kekerasan 
terhadap anak melakukan pesetubuhan dengannya"  
       Menimbang bahwa majelis tidak menemukan adanya alasan 
pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalah 
terdakwa oleh karena itu haruslah terdakwa dinyatakan terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu perbuatan sebagaimana 
yang didakwakan kepadanya sehingga karenanya terdakwa haruslah 
diajatuhi pidana.  
       Menimbang bahwa oleh karena selain diancam dengan pidana 
badan, juga diancam dengan pidana denda, maka terhadap terdakwa 
selain dijatuhi pidana badan juga akan dijatuhi pidana denda yang 
besarnya sebagaimana dalam amat putusan ini.  
       Menimbang bahwa terhadap pidana denda yang akan dijatuhkan 
kepada terdakwa, yang walaupun dalam undang-undang tersebut tidak 
mengatur tentang tindakan apa yang akan ditumpahkan kepada terdakwa 
bila tidak membayar denda, makan Majelis Hakim akan berpedoman pada 
KUHP khususnya ketentuan pasal 30 dan 31 KUHP, sehingga apabila 
terdakwa tidak membayar denda makan akan diganti dengan pidana 
kurung pengganti yang lamanya sebagaimana amar putusan ini.  
       Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan terdakwa 
ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut 
akan dikurangkan seluruh dari pidana yang akan dijatuhkan. 
       Menimbang bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan 
terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu 
ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.  
       Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka 
terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya 
akan ditentukan dalam amar putusan ini 
       Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, 
maka perlu dipertumbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan 
dan meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan 
perbuatan terdakwa yang telah terbukti tersebut.  
 
Hal-Hal yang memberatkan: 
Perbuatan terdakwa tidak pantas dilakukan kepada saksi korban yang 
masih dibawa umur: 
 
Hal-hal yang meringankan: 
1. Terdakwa belum pernah dihukum dan bersikap sopan dipersidangan 
2. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya. 
       Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan 
dijatuhi pidana, sedangkan tujuan pemidaan bukan sekedar sebagai suatu 
pembalasan atas perbuatan pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai 
63 
sarana preventif dan edukatif agar pelaku tindak pidana menyadari 
perbuatannya serta tidak akan mengulanginya, maka Majelis Hukum 
putussan yang dijatuhkan telah sesuai dengan rasa keadilan yang berlaku 
dalam masyarakat serta tidaklah mengabaikan perlindungan terhadap 
anak sebagai korban sehingga menurut Majelis Hakim putusan ini telah 
memperhatikan pula 3 (tiga) aspek tujuan hukum yakni untuk mencapai 
keadilan, kepastian hukum serta kemanfaatan hukum itu sendiri. 
       Mengingat pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, KUHP serta 
peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. 
       Mengingat pasal 81 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2002, KUHP serta 
peraturan-peraturan Hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini. 
 
                     M E N G A D I L I 
1. Menyatakan terdakwa FAISAL GOBEL alias FAISAL, terbuktu secara 
sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja 
melakukan kekerasan terhadap anak melakukan persetubuhan 
dengannya" 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana 
penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.60.000.00,- (enak 
puluh juta rupiah), apabila denda tersebut tidak dibayar makan diganti 
dengan kurungan selama 3 (tiga) bulan.  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa 
diruangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalan perkara 
ini sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah). 
 
5. Analisis Penulis 
 Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan harus 
mencerminkan rasa keadilan dan dituntut untuk mempunyai keyakinan 
berdasarkan alat-alat bukti yang sah dan berdasarkan keadlian yang tidak 
bertentangan dengan Pancasila dan Undang-undang yang mengatur dan 
menjadi dasar dari seluruh peraturan yang ada dalam Republik Indonesia. 
Seberat ataupung seringan apa pun pidana yang dijatuhkan oleh Majelis 
Hakim, tidak akan menjadi masalah selama tidak melebihi batas 
maksimum atapun minimum pemidanaan yang yang diancamkan oleh 
pasal dalam Undang-undang tersebut. 
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 Putusan Hakim harus dapat memnuhi unsur keadilan nagi setiap 
pihak, walaupun nilai keadilan merupakan nilai yang objektif yang tidak 
dapat di ukur dengan standar apapun juga, maka dari itu sebelum 
menjatuhkan suatu putusan pidana, Hakim harus mempertimbangkan 
aspek keadilan dari: 
- Sisi pelaku kejahatan. 
- Sisi korban kejahatan ( seberapa besar peranan korban dalam 
kejahatan dan dampak yang diderita oleh korban) 
- Sisi perasaan keadilan masyarakat. 
 Dalam menjatuhkan pemidanaan, Hakim juga harus 
mempertimbangkan beberapa aspek baik dari aspek yuridis, maupun 
pertimbangan dari aspek psikologis dan sosiologis. Sebelum 
pertimbangan-pertimbangan yuridis ini di buktikan dan dipertimbangkan 
oleh Majelis Hakim, maka Majelis Hakim terlebih dahulu Majelis Hakim 
akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan dan 
merupakan konklusi komulatif dari keterangan para saksi, keterangan 
terdakwa dan barang buktin yang diajukan dan diperiksa dipersidangan. 
 Berdasarkan analisis Penulis terhadap pertimbangan hukum hakim 
dalam menjatuhkan sanksi dalam putusan No. 36/pid.B/2013/PN.LBT., 
Putusan ini telah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dari sisi pelaku 
dan hal- hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa dan 
korban itu sendiri. 
 Namun ada 1 hal yang bagi penulis kurang begitu diperhatikan 
dalam putusan ini yaitu peranan korban dalam terjadinya tindak pidana ini. 
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Memang benar terdakwa mendapatkan hukuman kurungan penjara 
selama 5 tahun dari maksimal 15 tahun dan denda 60 puluh juta rupiah 
dari maksimal 300 juta rupiah, dan sanksi yang diberikan sudah cukup 
tepat jika di lihat dari hal-hal yang meringankan dan memberatkan dari sisi 
terdakwa, tetapi setelah memperhatikan dan menelaah secara seksama 
dari putusan tersebut penulis berpendapat bahwa adanya peran dari saksi 
korban Mey dalam terjadinya tindak pidana pemerkosaan ini dapat dilihat 
dari fakta-fakta persidangan  yang krusial menurut penulis seperti 
terdakwa dan korban memiliki hubungan pacaran dan selama pacaran 
terdakwa telah menyetubuhi korban sebanyak 20 kali, penulis 
berpendapat dengan adanya hubungan pacaran dan sudah terjadi 
setidaknya 20 kali persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap 
korban, memang pada saat persetubuhan pertama kali ada unsur 
kekerasan dan tipu muslihat tapi pada kejadian selanjutnya hanya terjadi 
janji-janji menikah yang terus diulang-ulangi oleh terdakwa terhadap 
korban maka penulis berpendapat berdasarkan realita kehidupan remaja 
sekarang yang menganggap seks pranikah adalah hal yang sudah biasa 
terjadi saat ini,bahwa kejadian ini terjadi karena adanya rasa “mau sama 
mau” atau sama-sama mau karena telah terjadi sebanyak 20 kali selama 
1 bulan lama pacaran mereka, dan mungkin akan lebih banyak lagi apa 
bila keluarga korban tidak melapor polisi, jika kedua pasangan terdakwa 
dan korban ini sama-sama dewasa atau yang lebih dikenal dengan istilah 
“kumpul kebo” mungkin tidak akan mencocoki delik Undang-undang 
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak ini,tetapi karena dilihat 
di posisi kasus ini bahwa si saksi korban Mey Umar alas Mey masih 
dibawah umur atau belum dewasa yaitu 16 tahun maka telah terdapat 
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unsur yang mencocoki delik ini. Tetapi terlepas dari itu perbuatan 
terdakwa terhadap saksi korban tetaplah mencocoki delik tentang 
perlindungan anak setidaknya pada saat pertama kali terdakwa 
menyetubuhi korban, karena korban yang tidak mau melakukan hubungan 
seks dipaksa, diancam kekerasan dan melakukan kekerasan terhadap 
saksi korban dengan memukul pipi saksi korban serta dengan bujukan 
dan tipu muslihat yang mengatakan bahwa terdakwa akan menikahi dan 
memberikan barang-barang berharga pada saksi korban.  
 Terlebih lagi perbuatan terdakwa menimbulkan trauma dan aib 
kepada keluarga dan saksi korban Mey., berdasarkan dari alat bukti  yang 
ada kemudian dihubungkan dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 
maka Majelis Hakim dapat memperoleh fakta-fakta dalam persidangan 
yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk Majelis Hakim dalam 
penjatuhan putusan pidana kepada terdakwa, dengan harapan dari 
Majelis Hakim dan sesuai dengan tujuan dari dibuatnya UU Tentang 
Perlindungan Anak agar terdakwa menyesali perbuatanya, korban dan 
keluarga ,mendapatkan rasa keadilan dan juga agar terdakwa tidak 
mengulangi perbuatanya dikemudian hari. 
B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak 
Pemerkosaan Terhadap Anak Perkara Pidana Nomor. 36/Pid.B/ 
2013/ PN. LBT 
1. Amar Putusan 
Dalam perkara nomor 36/Pid.B/2013/PN.LBT hakim memutuskan: 
1. Menyatakan terdakwa FAISAL GOBEL alias FAISAL, terbuktu 
secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 
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"dengan sengaja melakukan kekerasan terhadap anak 
melakukan persetubuhan dengannya" 
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan 
pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar 
Rp.60.000.00,- (enak puluh juta rupiah), apabila denda tersebut 
tidak dibayar makan diganti dengan kurungan selama 3 (tiga) 
bulan.  
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh 
terdakwa diruangkan seluruhnya dengan pidana yang 
dijatuhkan 
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan 
5. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara dalan 
perkara ini sebesar Rp.1.500,- (seribu lima ratus rupiah).  
Putusan tersebut dibacakan dengan dihadiri oleh terdakwa dan 
penuntut umum. 
 
2. Analisis Penulis 
 Surat dakwaan adalah dasar atau landasan pemeriksaan perkara di 
dalam sidang pengadilan sedangkan surat tuntutan adalah surat yang 
berisi tuntutan penuntut umum terhadap suatu tindak pidana. 
 Adapun jenis-jenis dakwaaan yang dibagi menjadi 5(lima) yaitu: 
1. Dakwaan tunggal, yaitu hanya satu jenis tindak pidana saja 
yang di    dakwakan  Kepada terdakwa, yakni menlanggar 
ketentuan pasal tersebut. 
2. Dakwaan komulatif, yaitu banyak dakwaan atau banyak 
pelanggaran (banyak   pasal). 
3. Dakwaan alternatif, yaitu ada beberapa banyak dakwaan, tetapi 
hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil 
persidangan. 
4. Dakwaan  subsidaritas ( bersusun), dakwaan yang bersusun 
yaitu dakwaan primer (yang harus dibuktikan terlebih dahulu 
atau dari segi ancaman pidana) dan dakwaan subsidair. 
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Perkara yang sama tidak bisa dilakukan dua kali berdasarkan 
fakta-fakta di persidangan atau beberapa tindak pidana. 
5. Dakwaan gabungan (kombinasi) dari dakwaan komulatif, 
dakwaan alternatif  dan dakwaan subsidaritas. 
 Seorang  Jaksa Penuntut Umum harus membuat surat dakwaan 
dan surat tuntutan yang membuat terdakwa suatu tindak pidana tidak 
dapat lolos dari jerat hukum. Hakim dalam memeriksa suatu perkara tidak 
boleh menyimpang dari apa yang dirumuskan di dalam surat dakwaan. 
Seseorang terdakwa hanya dapat dijatuhi hukuman karena telah 
dibuktikan dalam persidangan bahwa ia telah melakukan tindak pidana 
seperti apa yang disebutkan atau yang dinyatakan jaksa dalam surat 
dakwaan. Penulis kemudian akan mengometari putusan 
36/Pid.B/2013/PN.LBT secara umum, mulai dari dakwaan Jaksa Penuntut 
Umum, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, apakah perbuatan terdakwa telah 
memenuhi syarat pemidanaan atau belum. 
 Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum membuat surat dakwaan 
alternatif. Sebab berisikan 2 jenis tindak pidana yang di dakwakan kepada 
terdakwa, yakni melanggar Pasal 81 ayat (1) UU No. 23 tahun 2002 
Tentang Perlindungan Anak yaitu dengan melakukan paksaan untuk 
melakukan persetubuhan, denganya atau orang lain atau Pasal 287 ayat 
(1) KUHP. 
 Perumusan dakwaan alternatif ini dikarenakan berdasarkan hasil 
penelitian terhadap materi perkara ini, terdapat 2 dakwaan, akan tetapi 
hanya satu yang harus dibuktikan tergantung dari hasil persidangan dan 
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dakwaan tersebut yaitu Pasal 81 ayat (2) UU No. 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak. 
 Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipesidangkan serta 
diperkuat dengan adanya alat bukti berupa keterangan saksi-saksi dan 
keterangan terdakwa yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di 
persidangan dan semua itu dapat dipandang saling berhubungan satu 
sama lain maka majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa unsur-
unsur dari pasal yang didakwakan telah sesuai dengan fakta-fakta yang 
ditemukan dalam persidangan tersebut.Fakta-fakta tersebut adalah, di 
mana Faisal Gobel alias Faisal telah terbukti melakukan Delik Perkosaan, 
yaitu dengan memaksa anak yang dalam hal ini ialah Mey Umar alias Mey 
untuk melakukan hubungan layaknya suami istri sedangkan saat itu 
terdakwa mengetahui bahwa mey masih berusia 16 tahun. Mey awalnya 
menolak untuk mengikuti kemauan Faisal tetapi tersangka memaksa dan 
mengancam serta memberi janji-janji ke pada mey hingga korban tidak 
berdaya dan pada hari Sabtu 03 November sekitar pukul 22.00 WITA 
tanpa persetujuan dari orang tua korban, Faisal membawa lari Mey dan 
Akhirnya Orang tua Mey melapor ke Polisi pada keesokan harinya. 
 Dan menurut Penulis sanksi pidana yang diberikan jika terbukti 
mencocoki rumusan delik dan unsur-unsurnya serta si terdakwa mampu 
dan bisa bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan, jika melihat 
fakta-fakta persidangan berupa pengakuan saksi dan terdakwa maka 
pasal 81 ayat (2) Undang-undang nomor 23 tahun 2002 Tentang 
Perlindungan Anak lebih banyak mencocoki rumusan unsur-unsur delik 
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tersebut karena dilihat dari fakta-fakta psidangan yang terungkap dimana 
selama kejadian persetubuhan yang terjadi lebih bnyak terdapat tipu 
muslihat dan janji-janji palsu yang diberikan oleh terdakwa pada korban. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat 
menarik kesimpulan : 
1. Dalam memutus perkara, Majelis hakim mempunyai banyak 
pertimbangan dengan terpenuhinya unsur-unsur sesuai dengan 
pasal yang didakwakan dan tidak ada alasan pembenar, dan 
hal-hal yang meringankan dan memberatkan serta yang 
diperkuat dengan adanya keyakinan Hakim, sehingga 
dinyatakan bersalah. Namun menurut penulis hakim juga 
memperhatikan dan mempertimbangkan peranan korban dalam 
terjadinya tindak pidana ini, karena penulis berpendapat “tidak 
ada asap kalau tidak ada api” yang dimana korban yang tidak 
menjahui si terdakwa bahkan cenderung melanjutkan hubungan 
mereka setelah kejadian pertama terjadi dimana adanya unsur 
kekrasan dan paksaan serta tipu muslihat terdakwa terhadap 
korban, kalau penulis boleh menganalogikan hal ini makan 
penulis berpendapat kasus ini lebih mirip “kumpul kebo” terlepas 
dari kejadian pertama kali, tapi walau begimanapun tetaplah 
korban mendapat kerugian atas kasus ini. Karena itu 
pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini, yaitu 
perbuatan terdakwa yang mengakibatkan trauma dan aib bagi 
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saksi korban dan keluarganya. Dengan memperkosa seorang 
anak di bawah umur yang masih lugu yang menyebabkan 
hampir dapat dipastikan bahwa anak tersebut akan 
mendapatkan kesulitan-kesulitan dimasa mendatang. 
2. Penerapan hukum pidana terhadap delik perkosaan dalam 
perkara putusan nomor 36/Pid.B/2013/PN.LBT di  
pertimbangkan berdasarkan pertimbangan yurdis yaitu 
dakwaandan tuntutan jaksa, dan fakta-fakta hukum baik melalui 
keterangan-keterangan saksi, keterangan terdakwa, maupun 
alat-alat bukti. Dalam kasus ini, dakwaan yang dikenakan 
kepada terdakwa ialah dakwaan alternatif, yaitu Pasal 81 ayat 1 
UU No. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atau Pasal 
287 ayat 1 KUHP. Sementara dakwaan yang sesuai dengan 
kasus ini yaitu dakwaan pertama,  yakni Pasal 81 ayat (2) UU 
no. 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hal ini terlihat 
jelas dengan terpenuhinya semua unsur-unsur yang sesuai 
dengan pasal yang dikenakan kepada terdakwa. Dengan 
terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka terdakwa harus 
mempertanggungjawabkan perbuatanya, sesuai dengan 
putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim, dengan menjalani 
Pidana penjara selama 5 tahun dan membayar denda sebesar 
Rp. 60.000.000,- subsidair masa tahanan 3 bulan dan 
membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.500,-. Namun terlepas 
dari itu penulis berpendapat hakim juga harusnya menyatakan 
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bahwa terdakwa telah bersalah karena melakukan pembujukan 
dan tipu muslihat seperti yang ada di Pasal 81 ayat (2) Undang-
undang nomor 23 tahun 2002 Tentang Pelindungan Anak. 
Sebab meskipun terdapat unsur kekerasan khususnya pada 
kejadian pertama kali, tetapi unsur pembujukan dan tipu 
muslihat lebih berperan pada kejadian-kejadian selanjutnya. 
B. Saran. 
 Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
penulisan karya ilmiah ini ialah: 
1. Pada setiap perkara, sebaiknya seorang terdakwa didampingi 
oleh seorang penasehat hukum agar menjauhkan pikiran dari 
rasa ketidak adilan. 
2. Agar kiranya pada saat memutuskan, Hakim harus juga 
memperhatikan keadaan sosiologis dari masyarakat tempat 
terjadinya kasus tersebut. Serta memperhatiakan peranan dari 
korban hingga terjadinya kasus-kasus seperti ini. 
3. Agar para orang tua atau wali selalu waspada kepada rang-
orang yang tidak dikenal ataupun dikenal, dan meningkatkan 
kesadaran agar tidak mudah terjerumus. 
4. Agar para orang tua atau wali tidak memberikan fasilitas yang 
berlebihan kepada anak di luar batas pengawasan dari orang 
tua atau wali, seperti telepon genggam,internet kepada anak 
yang dalam masa puber pemikiranya masih labil, dengan 
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memberi batasan-batasan pemakaian fasilitas sehingga tetap 
dalam pengawasan orang tua atau wali. 
5. Agar para prang tua atau wali tidak memberikan izin untuk anak 
keluar sendiri baik pada malam atau siang hari tanpa ditemani 
oleh orang dewasa yang dapat dipercaya. 
6. Menurut penulis setelah adanya kejadian seperti ini seharusnya 
orang tua atau wali memperdalam pelajaran spiritual bagi  anak 
dan menanamkan nilai-nilai moral dan kesopanan secara terus 
menerus sehingga dimasa mendatang anak dapat terhindar dari 
hal-hal yang terjadi pada masa lampau dan menjadikanya 
sebagai pelajaran agar hal ini tidak terjadi dimasa mendatang. 
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